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ABSTR:\K 

MUHAMMAD FEBRJE. 530003481. IMPLEMENTASI KEBI.IAKAN 
PENGELOLAAN DANA DESA DAN TANTANGANNY A BAGI 
SUMBERDAYA APARATUR DESA PADA KAMPUNG KENYAM DlSTRIK 
KENYAM KABUPATEN NDUGA PROVINS! PAPUA. Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka UPBJJ Jayapura 
Pembimbing I : DR. Y osephina Ohoiwutun, M Si 
Pembimbing 2: DR. Djoko Rahardjo, M.Hum 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala 
kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. 
Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata 
pemerintahannya sendiri. Dalam APBN setiap tahun telah dialokasikan Dana 
Desa kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah 
desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, 
dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Tujuan 
utama fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan 
menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan dana desa serta faktor apa saja 
yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Kampung 
Kenyam Distrik Kenyam Kabupaten Nduga. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena dengan jenis 
penelitian tersebut mampu mengangkat fenomena yang tersembunyi dari suatu 
obyek yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan 
dokumentasi, informan penelitian yang dipilih adalah orang yang mempunyai 
kompetensi dengan masalah yang diteliti. Analisis data penelitian menggunakan 
analisis "Interactive" yang dikembangkan Miles and Huberman, terdiri dari 
pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa, proses Pengelolaan Alokasi Dana 
Desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. 
Tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan 
Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang 
partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi 
informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa. Tahapan pelaksanaan 
berdasarkan hasil pcnelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi 
Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya 
transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemeintah 
desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana 
Desa yang dilakukan masih kurang. Pada tahapan pertanggungjawabanjuga masih 
kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disususn 
tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyakat 
Desa. Faktor sumber daya manusia, informasi dan partisipasi masyarakat 
merupakan kendalam dalam pengelolaan dana desa di desa di Kampung Kenyam 
Distrik Kenyam Kabupaten Nduga. 
Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Dana Desa. 
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ABSTRAK 

MUHAMMAD FEBRIE 530003481. IMPLEMENTATION OF VILLAGE 
FUND MANAGEMENT POLICY AND ITS CHALLENGES FOR VILLAGE 
APARATURES RESOURCES IN KENY AM VILLAC3E, KENY AM DISTRICT, 
NDUGA REGENCY, PAPUA PROVINCE. Jayapura UPBJJ Open University 
Postgraduate Program 

Supervisor I : DR Yosephina Ohoiwutun, M.Si 
Supervisor 2 : DR. Djoko Rahardjo, M.Hum 

Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is hoped that all the 
interests and needs of village communities can be better accommodated. 
Providing greater opportunities for villages to manage their own governance. In 
the State Budget every year a Village Fund has been allocated to a]l villages 
spread throughout Indonesia. Therefore the village government must be able to 
apply the principle of accountability in its governance, where all the end of the 
activities of village governance must be accountable to the village community in 
accordance with the provisions. 

This study uses qualitative research, because with this type of research is 
able to raise the hidden phenomenon of an object under study. Data collection is 
done by interview and documentation techniques, the selected research informants 
are people who have competence with the problem under study. Analysis of 
research data using "Interactive" analysis developed by Miles and Hubennan, 
consists of data collection, data presentation, data reduction and conclusion 
drawing. 

The results of the study prove that, the Village Fund Allocation 
Management process has three stages namely planning, implementation and 
accountability. The planning stage, seen from the musrembang held by the Village 
Fund Allocation implementation team, was still ineffective, whereas in the 
Musrembang activities community participation was still very low, due to the lack 
of transparency of information conveyed by the Village apparatus. Stages of 
implementation based on the results of research are less effective, where the use 
of the Village Fund Allocation budget can be resolved well but due to lack of 
transparency of information related to the implementation of planning activities 
by the village government to the community, so that the achievement of the 
objectives of the management of the Village Fund Allocation is still lacking. In 
the accountability stage it is also still ineffective, where the preparation of the 
accountability report is not followed by the absence of evaluation of activities that 
should be carried out with the village community. Human resource, information 
and community participation factors are constraints in managing village funds in 
X village. 

Keywords: Implementation, Policy, Village Fund Management. 
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BAB IV 

BASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Kampung Kcnyam 

Kampung Kenyam Distrik Kenyam Kabupaten Nduga adalah sebuah 

Kampung lnduk yang wilayahnya sudah ada sebelum Kabupaten Nduga didirikan. 

Sebelum adanya pemekaran Kabupaten Nduga, wilayah Kampung Kenyam menjadi 

wilayah Distrik Kenyam Kabupaten Jayawijaya. Setelah adanya Kabupaten Nduga, 

wilayah Kenyam menjadi lbukota Kabupaten dan dijadikan 9 (Sembilan) Kampung. 

Pada awalnya wilayah Kenyam merupakan lahan kosong tak bertuan yang 

hanya diperuntukkan untuk berburu oleh suku Nduga yang tinggal di lereng 

pegunungan Jayawijaya. Lambat laun para pemburu suku Nduga memilih untuk 

menetap di wilayah Kenyarn untuk mempennudah perburuan dan adanya pekabaran 

Injil oleh misionaris 

Kampung kenyarn terdapat sebuah Bandar udara perintis yang memiliki 

kontribusi sangat besar pada awal Kabupaten Nduga didirikan hingga saat ini. 

Bandara udara kenyam menjadi pintu gerbang utama masuk dan keluarnya orang 

maupun barang dari kota Kenyam Kabupaten Nduga. Menjadi bagian Tam«n 

Nasional Lorenz membuat Kampung kenyam merniliki hutan alami yang mas1h 

terjaga. Kampung Kenyam mempunyai luas wilayah 25 Krn2, sebagai Kampung 

induk yang berada di lbukota Kabupaten. 

93 
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Garn bar 4 .1 . Peta Poisisi Kampung Ken yam 

Sumber : Pemerintah Kampung Kenyam 2019 

94 

Jarak Kampung dengan pemerintahan Distrik Kenyam hanya sekitar 500 

meter dan jarak dari pemerintahan Kabupaten hanya sekitar 3 km. Jumlah penduduk 

hingga akhir tahun 2018jumlah penduduk sebanyak 1.517 jiwa terdiri dari 732 jiwa 

penduduk laki-laki dan 785 jiwa perempuan. 
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Tabel 41 

Jurnlah Penduduk Menurut Umur dan .Jems Kelaminn Tahun 2018 

------·----·-·-1-----------------~--------------T---- ---- ---
1
----- - -- -- -----1 

No I l Jr~~~--- ___ Laki-la~ __ \!e~~1~1~~a~~ [_~m1!_'~h ___ j 
I 00-04 

2 05-09 

3 l 0-14 

4 15-19 

5 20-24 
6 25-29 

7 30-34 
8 35-39 

9 40-44 

10 45-49 

11 50-54 
12 55-59 

13 60 > 

JUMLAB 

38 

48 
48 
76 
53 
46 

78 
82 

139 
30 
59 

20 

15 

732 

Sumber: Kantor Kampung Kenyam, 2019 

46 

74 
53 
63 

67 
69 
108 
90 
96 
26 

36 

45 

12 

785 

84 
122 

101 

139 

120 
115 

186 

172 
235 
56 

95 
65 

27 

1.517 

Dari tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki dan 

perempuan hampir berimbang. Berdasarkan data dari yang diolah diketahui pula 

bahwa angka kelahiran untuk periode/tahun 2015-2017 penduduk laki-laki berjumlah 

38 jiwa; untuk wanita berjumlah 46 jiwa sehingga pada tahun tersebut ada 84 

kelahiran. Mata pencaharian masyarakat Kampung Kenyam juga terdiri dari berbagai 

mac~ .. tapi bila ... dilihat.dari. kornposisinya yang termasuk pekerjaan masyarakat 

Kenyam dapat dikatagorikan dan dilihat pada tabel berikut 
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Tabcl 4 2 

J umlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

Kampung Kenyam Distrik Kenyam Tahun 2018 
·----- -· r--------- --------------------- - 1 --------------------

No. .Jenis Pekerjaan 

I. Belum bekerja 
--- ·-

I Mengurus Rum ah tangg~ . __ 
3. Pelajar/Mahasiswa 

-

• .Jumlah Prosentase 

}-L~ ra n~o )~---+--'-('-~_,_' ) ___ _ 
' 187 12 
t-_----344·--~;-------_-2 __ 3 __ -___ ·. 

L_ _2_0_1 __ 13 
4. Pekerja ( PNS, TNI/Polri, 785 52 

Pedagang, Petani, Nclayan/ 
Perikanan,Tukang bangunan, 
dll) 

Jumlah 1.517 100 
-

Sumber : Kantor Kampung Kenyam, 2019 

Sebagai kampung induk, Kampung Kenyam Distrik Kenyam Ibukota 

Kabupaten Nduga, wilayahnya ditinggali oleh sebagian besar Aparatur Sipil Negara 

(ASN) maupun aparat TNI/Polri yang bertugas di Kabupaten Nduga yang merupakan 

warga pendatang setelah berdirinya Kabupaten Nduga pada tahun 2009. Adapun . 

jumlah penduduk bila dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 

Jurnlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Kampung Kenyam Distrik Kenyam Tahun 2018 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase 

1. Tidak/belurn sekolah 333 22.0% 

J 2. 
•. 

SD/Sederajat 154 10.1% 

13. SMP/Sederajat 6,.., I 4.5% 

4. SMA/Sederajat 29~ 19.6% 

5. Di pl om a/Sederajat 267 11.6% I 
6. Sarjana 398 26.2% 

Jurnlah 1.517 100% 

Sumber : Kantor Kampung Kenyam, 2019 
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Dari tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa sebagian bcsar pcnduduk 

kampung Kenyam mempunyai tingkat pcndidikan sarjana, kan.::11;1 scbag1an besar 

ASN Kabupaten Nduga bertempat tinggal dalam wilayah admm1stras1 Kampung 

Ken yam. 

4.1.2. Organisasi Pemerintahan Kampung Kenyam 

Visi pemerintahan Kampung Kenyam adalah Kampung Kenyam yang Peduli 

akan Tuhan untuk mencapai masyarakat yang aman, tentram dan Sejahtera. Misi 

pemerintahan Kampung Kenyam adalah : 

1) Peningkatan Pembangunan Bi dang Pemerintahan dan Administrasi Kampung. 

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, akurat dan 

profesional. 

2)Meningkatkan Pembangunan Bidang Fisik untuk kenyamanan dan kelayakan 

hidup masyarakat. Peningkatan sarana dan prasarana jalan kampung, 

lapangan olah raga, balai kampung, irigasi dan sarana ekonomi. 

3).Meningkatkan Peml>angunan Bidang Ekonomi Sosial Budaya untuk 

mendorong kemandirian hidup Masyarak.at Kampung. Mewujudkan 

masyarakat yang. bennoral tinggi dengan berjiwa kehidupan keagamaan 

yang harmonis; Memberikan atmosfir pendidikan yang uapat meningkatkan 

kwalitas sumber daya manusia; Menciptak.an ketertiban dan keamanan; 

Meningkatkan kesejahteraan rakyat; Membangunan pernerintah yang sehat, 

bersih dan berwibawa. 
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Struktur organisasi dan tata keja pemerintahan Kampung terdiri dari Kepala 

Kampung dan Badan Musyawarah Kampung. Susunan organisasi pemerintahan 

Kampung Kenyam dan tata kerja Pemerintahan Kampung adalah sebagaimana 

tampak pada gambar berikut. 

Gambar 4.2 

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Kenyam 

r--
. ' . . . 

KAUR, ' 
PEMERINTAHAN 

. 

KEPALA 
KA...\.f:PUNO 

SEKRETAR1$ 

. 
BENDAHARA 

. . 

KAl,.'R UMU~f . 

. . 

Sumber : Kantor Kampung Kenyam, 2019 

; I~~ ~> ,-'f.<M 

KA.UR K.ESRA 

, ' __, ' ~ 

Dari struktur organisasi pemerintahan Kampung Kenyam Tersebut maka 

penjabaran tugasnya adalah sebagai berikut. 

1. Kepala Kampung 

Sebagai pimpinan tertinggi organisasi pemerintahan Kampung yang 

bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pemerintahan Kampung dalam bi dang 

pembangunan, pelayanan dan sebagainya. 
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2. Sekretaris Kampung 

Mempunyai tugas mengurus administrasi pemerintahan Kampung secara 

umum dalam menunjang kelancaran pemerintahan Kampung. 

3. Kaur, tediri dari : 

Kaur Pemerintahan bertugas 

Kaur Umum, bertugas membantu sekretaris Kampung didalam 

menjalankan tugas administrasi Kampung 

Kaur Pembangunan bertugas 

Kaur Kesra, bertugas membantu sekretaris Kampung didalam 

menjalankan tugas administrasi Kampung khususnya bidang keuangan. 

Sedangkan struktur organisasi Badan Musyawarah Kampung (BMK) yang 

ada di Kampung Kenyam adalah berikut. 

Gambar 4.3 

Bagan Struktur Organisasi Badan Musyawarah Kampung (BMK) 

Kampung Kenyam Distrik Kenyam Kabupaten Nduga 

;'"' t')' ~ 

. . 
KETUARMK 

. . . . . 

ANGGOTA 

; 'VI • > ' - ~ • 

sEKRETARis 
·. . . . ~ . . ' 

: . _, ~ " 

. .. . .. . . 

ANGGOTA. 
~ ~ , "* 

Sumber: Kantor Kampung Kenyam, 2018 

. ' 

ANGGOTA 
'. . 

·------, . . 

ANGGOTA 
' . 
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Sesuai hasi I keputusan Ra pat BMK Kampung Kenyam tahun 2016 uraian 

tugas dari pengurus BMK adalah sebagai berikut • 

a. Ketua mempunvai tugas secara urnum terhadap seluruh kcgiatan BPK Jan 

berkewajiban untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dalam 

pembangunan di kampung bekerjasama dengan pemerintah kampung. 

b. Wakil Ketua, membantu ketua didalam melaksanakan tugas Jan bertanggung 

jawab atas setiap kegiatan yang diberikan. 

c. Anggota, mengusulkan masalah pembangunan di kampung kepada ketua 

untuk diteruskan kepada pemerintah kampung baik dalam bidang 

pembangunan fisik, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat seperti 

ketenaga kerjaan, kepemudaan, olah raga dan lain sebagainya. 

d. Tokoh masyarakat, pemuda dan lainnya, memberikan, menyampaikan dan 

kegiatan pembangunan kampung yang dibutuhkan oleh ·masyarakat, 

mengusulkan kegiatan-kegiatan masyarakat, memotivasi masyarakat untuk 

berpartisipasi baik dalam bentuk swadaya maupun swakarya atas pelaksanaan 

pembangunan kampung. 

44166

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Tahel 4 . ...\ 

Kualitas Su1~1her Daya Manusia Aparatur Pcmerintah Karnpung Kenyam 

Tahun 20 l ~ 

r ----------- ~------------------ -----------·- ------

['I : !-
1

1

1 
o ___ ,_l_>_e_n_d_i_d_ik_· a __ n ______ --~---_-_11

1
_~;: um lah J Orang) 175•~roscn tase 

1 , Tidak Sekolah ~ _ 
SD 

3 SMP I sederajat 
1 

_ 20 
4 SMA I sederajat i 1 10 

5 Diploma I Sarjana \ -
i 

Sumber: Kampung Kenyam, 2019 

IUJ 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh aparatur pemerintah 

Kampung yang ada di Kampung Kenyam berjumlah 10 orang, yang mana sebagian 

besar dari aparatur pemerintah desa tersebut mempunyai tingkat pendidikan paling 

banyak tingkat Sekolah Dasar (SD) berjumlah 5 orang (50%), Tingkat Pendidikan 

SMA/sederajat berjumlah 1 orang (10 %), SMP I sederajat berjwnlah 2 orang (20%) 

dan adapula tidak bersekolah berjumlah 2 orang (20%). Dengan kondisi tersebut 

dapat dikatakan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kampung Kenyam sangat 

perlu ditingkatkan agar pelayanan Pemerintahan Kampung Kenyam dapat be1jalan 

sebagaimana mestinya dan lebih profesional 
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4.2. Data Fokus Pcnelitian 

4.2.1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Kampung 

Sebagai penyclcnggara Pcmcrintahan Kampung, Pemcrintah Kampung dan 

Badan Musyawarah Karnpung ( BMK) mempunyai kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat Dalam melaksanakan kewenangan 

untuk mengatur, Pemerintah Kampung dan BMK perlu merumuskan kebijakan 

publik, salah satunya adalah implementasi kebijakan alokasi dana desa_ Dalam proses 

implementasi. kebijakan alokasi dana desa tentu terjadi interaksi antara rnasyarakat 

dengan instansi penyelenggara Pemerintah Kampung. Faktor yang menunjang 

keberhasilan implernentasi kebijakan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan 

masyarakat akan terkait dengan interaksi antar aktor. Berkaitan dengan interaksi aktor 

dalam implementasi kebijakan dana desa/kampung. Perencanaan merupakan bagian 

dari proses pengelolahan. Selain itu, pengelolahan dapat diartikan sebagai suatu usaha 

atau rangkaian usaha yang terencana yang dilakukan agar tujuan yang ditetapkan 

dapat tercapai atau suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Proses perencanaan 

pengelolaan dana desa/kampung tentunya didasarkan pada kebijakan yang sudah 

ditetapkan bersarna oleh Pemerintah Kampung. 

Kepala kampung merupakan p1rnpman penyelenggaraan Pemerintah 

Kampung berdasarkan kebijakan yang teiah ditetapkan bersama Badan Musyawarah 

Kampung (BMK). Jadi, Kepala kampung sebagai kepala pemerintahan bertanggung 

jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala kampung yang 

mernegang peran sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih seca.ra langsung oleh 
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1 (13 

masyarakat kampung. Kepala Kampung harus merniliki kemampuan, bakat, 

kecakapan, dan si fat kepemimpinan, disamping men_Jalankan kegiatan-kcgiatan, 

l-;oordmasi. fungsi. peran dan tanggungjawab 

Tahap percncanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kampung Kenyam 

Distrik Kenyam, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali 

dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model 

partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang 

ctirnaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Kampung selaku 

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Kampung selaku 

Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara kampung selaku Kepala Urusan 

Keuangan (KUK) di kampung. Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan 

melalui musrembang kampung dengan melibatkan seluruh elernen masyarakat mulai 

dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Kampung. 

Musrembang kampung tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar 

turut serta berpartisipasi dalam menyusun kebijakan pengelolahan dana desa yang 

disesuikan dengan kebutuhan kampung serta menentukan rencana kegiatan 

pembangunan di kampung, ha! ini dilakukan supaya kebijakan yang di tetapkan tidak 

menimbulkan masalah baru. Kebijakan tersebut berhubungan dengan rencana 

kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di 

hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan sel uruh masyarakat setempat. 

Berikut ini pihak-pihak terkait yang ikut dalam merumusbn kebijakan dan 

perencanaan pembangunan Kampung ; 
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Tabel 4 5 

Pihak Yang Dilibatkan Dalam 

Perencanaan pengelolahan dana clesa Kampung Tahun 2016 

~-N~~-~=rrih;.z-y~-~gdili-ba t-iZ3,~---
. I 

1

1 

Badan Musyawarah Kampung 
2 Kepala Suku 
3 Tokoh Agama 
4 T okoh Pemuda 

Jumlah 
- - --- ------- - - -- -----~-;-----

6 orang 
1 orang 
2 orang 
2 orang 
1 orang 

1

5 I Tokoh Perempuan 

r---~----------~---~---------1---------
-j 

I Total 12 Oran 
-----------"------'"'--------' 

Sumber : Data diolah tahun 2019 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dalam pembuatan kebijakan 

pengelolahan dana desa serta perencanaan pembangunan Pemerintah Kampung 

Kenyam telah melakukan upaya untuk melibatkan berbagai pihak, antara lain ; Badan 

Musyawaratan Kampung, Kepala Suku, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh 

Perempuan di Kampung. Pihak-pihak yang dilibatkan tersebut berjumlah 12 orang 

sehingga dinilai telah mewakili masyarakat kampung untuk menyusun rencana 

pembangunan. Terkait dengan hal tersbeut menurut keterangan dari Kepala Kampung 

Kenyam, ketika peneliti wawancarai menyebutkan sebagai berikut. 

"kita libatkan semua pihak yang ada dikampzmg ini berjumlah 12 orang, antara lain 

; Badan Musyawaratan Kampung, Kepala Suku dan tokoh-tokoh di kampung. kita 

libatkan agar mendapatkan hasil yang boik dan dalam rangka meningkatkan hasil 

pembangunan dunjuga menyusun skola prioritas pembangunan di kampung kenyam, 

seria kehijakan pengelo/ahan dww dc.,·a yang sudah diseswkan berdasarkan 

kebutulwn, supaya tidak menimb11/kan msu!ah baru dikemudian hari" ( Wawancaro 

8 Januari 2019). 
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Kemudian untuk memperkuat inforrnasi rn1 rnaka Sekretaris kampung 

Kenyem rnenyebutkan 

.. { Jntuk proses pe11J/mu1u11 k<:'ht;ukon p<:'nge!oluon dww dew 1/im11/w Jun 
perencmwun Jun yung, k!lu 1mdo11g whunyok 12 orung sehugui pihuk _rung, 111ewukil1 
mmyarakat kampung don semuanya hadir yuilu ; Badan A1u.\yffworutun Kumpung, 
Kt'pa!a Suk11 dun tokoh-tukoh dt kumpung. Filwk-pihak yung di/1hutku11 tersehut 
he17um!ah I 2 urwzg se!nnggu dini!ai telalz mewakili mmyarakut kumpung, untuk 
menyusun rencww pemhanguno11 kompung" ( Wawancara 9 .Januan 2019). 

Tabel 4.6 

Pihak Yang Dilibatkan Dalam 

Perencanaan Pembangunan Kampung Tahun 2017 

No Pihak yang dilibatkan Jumlah 

1 Badan Musyawarah Kampung 6 orang 
2 Kepala Suku 1 orang 
3 TokohAgama 2 orang 
4 Tokoh Pemuda 2 orang 
5 Tokoh Perempuan 1 orang 

Total 12 Orang 
Sumber : Data diolah tahun 2019 

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017 juga dalam perencanaan 

pengelolaan dana desa Pemerintah Kampung Kenyam juga telah melakukan upaya 

untuk mclibatkan berbagai pihak seperti tahun sebelumnya yaitu ; Badan 

Musyawaratan Kampung, Kepala Suku, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh 

Perempuan di Kampung. Pihak-pihak yang dilibatkan tersebut berjumlah 12 orang 

sehingga dinilai telah mewakili masyarakat kampung untuk mcnyusun rencana 

pengelolahan dana desa. Terkait dengan hal tersebut menurut keterangan dari kepala 

kampung Kenyam, ketika peneliti wawancarai menyebutkan sebagai berikut. 
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"Sepert1 tu/11111 sehelumnyo d1tahun 2017 k1tu letup !1hwkun pihak-pihak yang 
mewuk1/1 mirgu kump1111g. Hui ini dilukukun 11111uk 111e1Iiluputku11 husil yu11g huik dan 
du/am ru11gku me11111,l',katkan husil pl:'mbangww11 di kumpung, ke11ywn kitu mclibatkun 
semuu 171/wk yang ado d1kwnp1111g i111 bernilnwh J 2 orung, untara luin ; Radon 
Afwymvumtan f...'umpung. Kepulu Suku dun tokoh-tokolz d1 ku111;mng. Kitu me/ibatkun 
1111.rnr vu11g wiu d1kumpz111g 1111 dengon lwrupun dupu! m:cny11sw1 skalu pnorzlus 
pengelolohun dano desa don membahas penggunaan duna untuk keperluan tersebut 
securu optmw/, supo_vo pemhongwwn desu di to/nm lwnkutnyo bws maksimu/"( 
l+'uvroncaru J 0 .Jwnwn 20 l<J). 

Tabel 4.7 

Pihak Yang Dilibatkan Dalam 

Perencanaan Pengelolahan Dana Desa Kampung Tahun 2018 

No Pihak yang dilibatkan I Jumlah 

1 Badan Musyawarah Karnpung 6 orang 
2 Kepala Suku I orang 
3 Tokoh Agarna 2 orang 
4 T okoh Pemuda 4 orang 
5 T okoh Perempuan 2 orang 

Total 15 Orang 
Sumber : Data diolah tahun 2019 

Berdasarkan tabel diatas, untuk tahun 2018 ada perubahan yang mana terlihat 

bahwa dalam perencanaan pengeleloahan dana desa, Pemerintah kampung Kenyam 

melibatkan 15 orang dari berbagai pihak, yaitu ; Badan Musyawaratan Karnpung, 

Kepala Suku, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan di Kampung. 

Pihak-pihak yang dilibatkan tersebut berj umlah 15 orang sehingga dinilai tel~h 

mewakili masyarakat kampung untuk rnenyusun rencana pengelolahan. Terkait 

dengan h:il tersbeut menurut keterangan dari kepala kampung Kenyam, ketika peneliti 

wawancarai menyebutkan sebagai berikut 
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"fohun 2016 dan 2017 be/um mendaputko11 husi/ yung diharapkan karena itu d1 
tu/11111 20 l 8 k1tu me11w11huh orang men1udi I 5 orung. Hui ini sebagai upuyo untuk 
111rndapatkan lwsil yong bmk dan du/am mngku menmgkatkan hasil fh'ngelo/uhan 
dunu desu di kampzmg kenywn kilo 111e/iha1ku11 semzw pi/wk yang ada dikarnpung 1ni. 
f\110 melihatkan zmsur yung ada dikwnpzmg mi dengan /wrapun doput dun 
nn:mbulws penggunaun dunu untuk keperl11u11 tcrsehut secara opt11nal. Untuk duput 
memaksimalkan dana desa, sangat diperlukon pt'ngelolahan yang haik pula, 
pengelo/alwn yang hmk Jidosarkan pada perencanaan yang baik pulu dan pado 
akhirnya muara penge/ulolwn /ersehu/ kepudu uspek pemhangunan yang maks1mul" 
( Wuwancara l l .Junuuri 20 l 9). 

lnfonnasi yang disampaikan kepala kampung ini membuktikan bahwa untuk 

perencanaan pengelolaan dana desa telah melibatkan beberapa elemen kampung yang 

dipandang sebagai perwakilan dari seluruh lapisan masyarakat, ha! ini agar proses 

pengelohan dana desa dapat berjalan dengan baik, setiap anggaran akan disesuaikan 

dengan prioritas kebutuhan di masing-masing bagian, sehingga pada akhimya 

pembangunan sebuah desa dapat berjalan dengan baik. Partisipasi dalam perencanaan 

pengelolahan dana desa dapat diuraiakan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut. 

Tabel 4.8 

Partisipasi Pihak Yang Dilibatkan 

Dalam Perencanaan Pengelolaha Kampung Tahun 2016 

I Aspek I Partisipasi Jumlah Persen 
Peserta Partisipasi ( % ) 

Menyusun Musrembang Hadir berpendapat 4 33,3 
Diam saja 8 66,6 
Tidak hadir - -

Jumlah Peserta 12 100 
·-

Pembahasan Musrembang Hadir berpendapat 5 41,6 
Diam saja 7 58,3 

I Tidak hadir - -

J urn I ah Peserta 12 100 I 
Sumber: Data diolah tahun 2019 
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Berdasarkan tabel d1atas, terlihat bahwa dalam perencanaan pengelolahan 

dana desa kampung melibatkan berbagai pihak yang mana dari _1umlah yang 

dilibatbn bei:jumlah 12 orang Dari tabel yang disajikan irn dapat diketahui bahwa 

tingkat partisipasi sudah cukup rendah yang ditunjukkan dari kondisi yang hadir dan 

berpendapat hanya 33,3% untuk kegiatan musrenbang dan hanya 41,6% dari yang 

hadir berpendapat untuk pembahasan. 

Tabel 4.9 
Partisipasi Pihak Yang Dilibatkan 

D l P P l l h K Tab 2017 aam erencanaan enge o a an ampung un 
Partisipasi Jumlab Pcrsen I 

Aspek 
Peserta Partisipasi ( % ) 

Menyusun Musrembang Hadir berpendapat 6 50 
Diam saja 6 50 
Tidak hadir - -
Jumlah Peserta 12 100 

Pembahasan Musrembang Hadir berpendapat 8 66,6 
Diam saja 4 33,3 
Tidak hadir - -
Jumlah Peserta 12 100 

Sumber: Data diolah tahun 2019 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dalam perencanaan pengelolahan 

kampung melibatkan berbagai pihak yang mana dari jumlah yang dilibatkan 

berjumlah 12 orang. Dari tabel yang disajikan ini dapat diketahui bahwa tingkat 

partisipasi sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu ditunjukkan dari kondisi 

yang hadir dan berpendapat sebesar 50% untuk kegiatan musrenbang dan 66,6% dari 

yang hadir berpendapat untuk pembahasan. 
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Kemudian untuk tahun 2018 jumlah yang dilibatkan di tam bah men1adi 15 

orang, dan yang hadir tersebut dapat dilihat partisipasinya dalam kegiatan 

perencanaan sebagaimana disajikan pada tabel benkut. 

Tabel 4_ 10 

Partisipasi Pihak Yang Dilibatkan 

Dalam Perencanaan Pengelolahan Kampung Tahun 2018 

Aspek 

Menyusun Musrembang 

Pembahasan Musrembang 

Sumber : Data diolah tahun 2019 

Partisipasi 
Peserta 
Hadir berpendapat 
Diam saja 
Tidak hadir 
J umlah Peserta 
Hadir berpendapat 
Diam saja 
Tidak hadir 
Jumlah Peserta 

Jumlah 
Pa rtisipasi 
10 
5 

15 
12 

15 

66,6 I 
33,3 

100 
80 
20 

100 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dalam perencanaan pengelolahan 

kampung melibatkan berbagai pihak yang mana dari jumlah yang dilibatkan 

bertambah berjumlah 15 orang. Dari tabel yang disajikan ini dapat diketahui bahwa 

tingkat partisipasi sudah culrnp tinggi, yang ditunjukkan dari kondisi yang hadir dan 

berpendapat mencapai 66,6% untuk kegiatan musrenbang dan 80% dari yang hadir 

berpendapat dalam pembahasan. Kepala Kampung Kenyam menyebutkan : 

"Dalam proses musrembang yang dilakukan, dapat saya katakan bahwa partisipasi 

lembaga kompung dan masyarakat swlah cukup. Dari 15 orang yang kita undang 

sebagai pi/wk yong mewakili mosyarakot kampung semuanya hadir. Tingkat 

partisipasi sudah cukup tinggi, yang diLunjukkan dari kondisi yang hadir dan 

berpendapot sudah lebih dari separuhnya, lwrapan kami dengan adanya peningkatan 

ini maka proses pengelolahan dana desa dapat nwhimal, dan tidok lagi terjadi 
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111mpung tinJih dalam progrum pemhungunun Jesa .. ( Wawancara 22 .Jumwrt 

](}Ji)). 

Hasil wawancara yang disapkan mernberikan informasi bahwa proses 

musrembang yang dilakukan didukung partisipasi lembaga kampung dan masyarakat 

sudah cukup baik. Dari 15 orang yang diundang sebagai pihak yang mewakili 

masyarakat kampung semuanya hadir, tingkat partisipasi sudah cukup tinggi, yang 

ditunjukkan dari kondisi yang hadir dan berpendapat mencapai 66,6% untuk kegiatan 

musrenbang dan 80% yang hadir dan berpendapat untuk kegiatan pembahasan 

rencana pengelolahan dana desa kampung. Kemudian Sekretaris kampung Kenyem 

menyebutkan : 

"Untuk perencanaan penge/olahan dana desa yang kit a undang sebanyak 15 orang 

sebagai pihak yang mewakili ma.syarakat kampung dan semuanya hadir. Tingkat 

partisipasinya sudah cukup tinggi, hampir semua orang berpendapat tentang 

pengelolahan dana desa kampzmg kenyam yang diungkapkan berdasarkan kebutuhan 

yang ada di desa kenyam, sehingga pengelolahan dana desa ini dapat berjalan 

dengan baik" ( Wawancara 23 Januari 2019). 

Berdasarkan informasi yang disajikan dari hasil wawancara yang disajikan 

memberikan informasi bahwa proses musrembang yang dilakukan didukung 

partisipasi lembaga kampung dan masyarakat sudah cukup baik. Dari 1 S orang yang 

diundang sebagai pihak yang mewakili masyarakat kampung semuanya hadir, tingkat 

partisipasi sudah cukup tinggi, yang ditunjukkan dari kondisi yang hadir dan 

berpendapat mencapai 66,6% untuk kegiatan musrenbang dan 80% yang hadir dan 

berpendapat untuk kegiatan pembahasan rencana pengelolahan dana desa kampung 
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agar ketika di implementasikan dalam pembangunannya dapat berjalan sesuai 

rencana. 

Gambar 4.4 

Musyawarah Perencanaan Pengelolahan Dana Desa Kampung Tahun 2018 

Sumber : Data diolah tahun 2019 

Untuk mengetahui informasi selanjutnya, ketua Badan Musyawarah Kampung 

Kenyam menyebutkan : 

"Perencanaan penge/olahan dana desa di kampung ini disusun dengan melibatkan 
lembaga yang ada, pihak yang diundang sebanyak 15 orang yang mewakili 
masyarakat kampung dan semuanya hadir. Tingkat partisipasi sudah cukup tinggi, 
yang ditunjukkan dari kondisi yang berpendapat lebih dari separuhnya dari yang 
hadir untuk kegiatan pembahasan rencana pengelo/ahan dana desa di kampung, 
supaya tidak menjadi masalah dikemudian hari" ( Wawancara 23 Januari 2019). 

Hasil wawancara yang disajikan memberikan informasi bahwa dari 15 orang 

yang diundang sebagai pihak yang mewakili masyarakat kampung semuanya hadir, 
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terdiri dari ; Badan Musya\varatan Kampung, Kepala Suku, Tokoh Agama, Tokoh 

Pemuda dan Tokoh Percmpuan di Kampung. 

Tabel 4.11 

Hasil Musyawarah 

Perencanaan Pengelolahan Dana Desa Kampung Tahun 2018 

~· 
---~--~-· 

--- ·- --~~----

Aspek 
Partisipasi Jumlah Persen 
Peserta Partisioasi (•yo) 

Perbaikan jalan kampung Yang setuju 12 80 
Diam saja ..... 20 .) 

Tidak hadir - -
Jumlah Peserta 15 100 

Pembangunan Rumah Layak 
Huni Yang setuju 13 86,6 

Diam saja 2 13,3 
Tidak hadir - -
Jumlah Peserta 15 100 

Pembangunan Penangkap 
AirHujan Yang setuju 12 80 

Diam saja 3 20 
Tidak hadir - -
Jumlah Peserta 15 100 

Sumber : Data diolah tahun 2019 

Berdasarkan label diatas dapat diketahui bahwa untuk hasil muswarah 

pengelolahan dana desa kampung dalam pembangunan fisik desa secara umum yaitu 

80% menyetujui untuk melakukan perbaikan jalan kampung, 86,6% menyetujui 

untuk- pembangunan rumah layak huni yang ada dikampung dan 80% meneyetujui 

untuk pembangunan penangkap air hujan. Pihak yang dilibatkan berjumlah 15 orang 

dan semuanya hadir dalam musyawarah kampung. Hal ini dipertegas oleh penuturan 

yang disampaikan oleh kepala kampung Kenyam yang mengatakan sebagai berikut : 
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''J>erencunaan pengelo/ahan dana desa untuk pemhangunan jisik d1 kwnpung 

kenyum tuhun 20 I 8 yang berhasil d1suusn uduluh 11erhwku11 Jlllun kwnpung dun 

pembungunun rumah lllyak huni serta pemhu11g11nun penugkop mr hu;w1 yong udu 

dikompung. Kesepokoton ini did(Jpotkon sete/(Jh dilukukun pengku;ian o.\pek utwno 

yang hurus diperlwt1kan untuk kegwta11 pemhungunun km11p11ng dun /ongsung 

111cmbuwu dumpak hug1 mu.~yurukat. Oleh k(Jrenu kurenu 1/u sebugwn besar yung 

lwdir menyepakati untuk perhoikan 1alan dun pemhllngunan rwnah layak hzmi di 

kumpw1g kcnyum, ( Wmvancora 29 .!unuari 20 I CJ). 

Sesuai informasi yang didapat, diketahui bahwa dalam perencanaan 

pembangunan di kampung kenyam tahun 2018 yang berhasil disusun adalah 

perbaikan jatan kampung dan pembangunan rumah layak huni serta pembangunan 

penagkap air hujan yang ada dikampung. Kesepakatan dalam pembangunan ini 

didapatkan setelah dilakukan pengkajian aspek utama dalam pengelolahan dana desa 

yang harus diperhatikan untuk kegiatan pembangunan kampung dan langsung 

membawa dampak bagi masyarakat. Guna menggali informasi lebih lanjut Badan 

Musyawarah Kampung yang mengatakan: 

"Kita sangal senang untuk tahun 2018 ini dalam kegiatan pengelolahan dana desa di 

kampung kenyam tahun 2018 yang berhasil disusun adalah pembangunan fisik 

berupa perbaikan jalan kampung dan pembangunan rumah layak huni serta 

pembangunan penagkap air hujan yang ada dikampung. ( Wawancara 29 Januari 

2019) 

Berdasarakan data yang telah disajikan dapat diketahui bahwa dalam 

perencanaan pengelolahan dikampung Kenyam, telah melibatkan unsur lembaga 

kampung yang mewakili masyarakat kampung. Hasil yang didapat untuk kegiatan 

perencanaan pengelolahan dana desa rnemberikan adanya suatu perkembangan, yang 

mana jumlah pihak yang dilibatkan pada tahun 2018 lebih banyak jika dibandingkan 
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dengan tahun sebelurnnya dan berpartisipasi dalam rnernberikan berbagai masukan 

Hal ini disebabkan karena dalam proses penyusunan rencana pengelolahan dana desa 

sudah disesuiakan berdasarkan kebutuhan prioritas yang ada di karnpung kenvam_ 

supaya alokasi anggarannya dapat sesuai dengan proses pembangunan fisik dan non 

fisik_ 

4.2.2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Kampung 

Pengelolahan yang telah direncanakan tidak akan berjalan apabila tidak 

didukung oleh dana yang tersedia, dalam musrembang kampung Kenyam tersebut 

juga bertujuan untuk menentukan dana yang diperlukan untuk keperluan yang ada 

dikampung tersebut, adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini sebagaimana 

disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.12 

Alokasi Pengelolaan Dana Pengelolahan dana desa Kampung Tahun 2016 

i Jcnis Kegiatan 
Aspck I 1 Jumlah . Pcrsen I 

Pcnyelesaian 
Kampung 

Balai 
Bahan '--D_a_n_a _________ I ( 'Yo_y 
Bahan - bahan 
A lat 
Upah tenaga 
Jumlah Biaya 149.996.000 

Bangunan 
Kampung 

Koperasi 

Pengadaan Solar Cell 

Bahan - bahan 
Alat 
Upah tenaga 
Jumlah Biaya 
Bahan - bahan 
A lat 
Upah tenaga 
Jumlah Biava 

Total anQQ.aran Rp 371.000.000,-
Sumber: Datadiolah tahun 2019 

202.528.000 

18.476.000 

I i 

i 78,0 JI 
. 7,0 

15,0 
100 

68,2 
13,6 
18,2 
100 
69,7 
12,1 
18,2 
100 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2016 hasil musyawarah 

menetapkan pengalokasi dana desa unruk pembangunan fisik yang direncanakan 

adalah penyelesaian balai kampung, bangunan koperasi kampung dan pengadaan 

solar cell untulc warga kampung total dana Rp 371.000.000,-
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Tabel 4.13 

Alokasi Pengelolaan Dana 

Perencanaan Pembangunan Kampung Tahun 2017 

.. . - --------------- -- -------·---------·~------ -----·-- ------- ---- . -------

Jenis Kegiatan : 
Aspek I Jumlah Persen 

Bah an Dana ( o;., ) ! 
~--

Pembangunan Rumah Sehat Bahan - bahan 60. 106.294 50, 1 i 
A lat 50.000.000 41,6 I 
Upah tenaga 10.000.000 8,3 I 

Jumlah Biaya 120.106.294 100 -1 
Pembangunan & 
Pemeliharaan Bahan - bahan 67.000.000 
Jal an Kampung A lat 47.000.000 

Upah tenaga 62.043.000 
Jumlah Biava 176.043.000 100 

Penerangan Solar Cell Bahan - bahan 
A lat I 
Upah tenaga 
Jumlah Biaya 115.571.179 100 

Pengadaan Air Bersih/Fiber Bahan - bahan 
A lat 
Upah tenaga 
Jumlah Biava 120.000.000 100 

Pengadaan Bibit Ternak Bahan - bahan 
A lat 

I Upah tenaga 
Jumlah Biaya 211.511.000 100 

Total ane:irnran Rp 743.231.473,-
Sumber : Data diolah tahun 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2017 basil musyawarah 

menetapkan pembangunan yang direncanakan adalah pembangunan rumah sehat, 

pembangunan dan pemeliharaan jalan kampung, penerangan solar cell, pengadaan air 

bersih/fiber, pengadaan bibit ternak dengan total dana yang dianggarkan sebesar Rp 

743.231.473,-
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Tabe14.14 

Alokasi Pengelolaan Dana 

Perencanaan Pembangunan Kampung Tahun 2018 

Pembangunan dan 
Pemeliharaan Jalan Tanah 

Pembangunan 
Air 
Hujan 

Penangkap 

Jumlah Biaya 715.164.570 JOO 
Bahan - bahan 72,4 
Alat 10,3 
Upah tenaga 17,2 

Jumlah Biaya 39.699.430 100 

Bahan - bahan 
Al at 
Upah tenaga 
Jumlah Biaya 35.920.200 100 

Total anggaran Rp 790.784.200,-
Sumber: Data diolah tahun 2019 

] j 7 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dalam perencanaan pengalokasihan 

dana desa tahun 2018 untuk pembangunan fisik kampung telah menyusun anggaran 

untuk pembangunan rumah layak huni, pembangunan dan pemeliharaan jalan tanah 

serta pembangunan penangkap air hujan dengan total Rp 790.784.200,- Terkait 

dengan hal ini dapat disimak dari hasil wawancara berikut. 

"Pada tahun 2018 untuk pembangunan rumah layak huni, pembangunan dan 

peme/iharaan jalan tanah serta pembangunan penangkap air hu;m1 kitu anggarkan 

sebesar Rp 790 juta yaitu 715 juta untuk perbaikan jalan, 39 jut a untuk pemeliharaan 

jalan dan 35 juta untuk pembangunan penangkap air hujan. Dana terse but diambil 

dari dana kampung yang memang diprioritaskan pada pembangunan kampung yang 

harus dilakukan untuk masyarakat ", ( Wawancara 29 Januari 2019 ). 
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lnformasi yang disampaikan kepala kampung ini membuktikan bahwa untuk 

pembangunan dan pengelolaan dana disepakati untuk pcmbangunan rumali layak 

huni, pcmbangunan dan pemeliharaan jalan tanah serta pemhangunan pcnangkap air 

hujan dianggarkan sebesar Rp 790 juta yaitu 715 juta untuk perbaikan jalan, 39 juta 

untuk pemeliharaan jalan dan 35 juta untuk pembangunan pcnangkap air hujan. 

Adapun Realisasi pembangunan sesuai dengan perencanaan yang telah disajikan 

sebelumnya dapat dibandingkan dengan tabel berikut. 

Tabel 4.15 

Realisasi Alokasi Pengelolaan Dana 

Pembangunan Kampung Tahun 2018 

Jenis Kegiatan 
Aspek I Jumlah Persen 

Bahan Dana ( % ) 

Pembangunan Rumah Layak Bahan - bahan 61,9 

Huni Alat 11,9 
Upah tenaga 26,2 

Jumlah Biaya 715.164.570 100 

Pembangunan dan Bahan - bahan 72,4 

Pemeliharaan Jalan Tanah Al at 10,3 

Upah tenaga 17,2 

Jumlah Biava 55.000.000 100 

Pembangunan Penangkap 
Air Bahan - bahan 

I 
Hujan Alat 

Upah tenaga 

I Jumlah Biava 50.000.000 100 

Total anggaran R~ 820.164.570,- ___J 

Sumber: Data diolah tahun 2019 
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Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Jalam realisasi pembangunan 

Lirnpung terdapat selisih dalarn kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan tanah 

yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 39 699430.- dalam realitasi dana yang 

dikeluarkan Rp. 55.000.000,- sehingga ada selisih Rp. 15.300.570, sedangkan 

pembangungan penangkap air hujan dana yang dianggarkan sebesar Rp. 35.920.200,-

dalam realisasinya dana yang dikeluarkan Rp. 50 000.000,- sehingga total realisasi 

pembangunan Kampung Kenyam tahun 2018 sebesar Rp. 820.164.570,- atau selisih 

Rp. 29.380.370,- dari perencanaan yang dilakukan sebelumnya. Terkait dengan hal 

ini dapat disimak dari hasil wawancara dengan Kepala Kampung, berikut ini. 

"Perencanaan penge/o/ahan dana desa untuk pembangunan fisik yang disusun pada 

tahun 2018 untuk pembangunan rumah layak huni, pemeliharaan jalan tanah serta 

pembangunan penangkap air hujan kita anggarkan sebesar Rp 790 juta. tapi bi/a 

dilihat dari realisasinya dari 3 kegiatan ini terdapat kekurangan dana sebesar 

kurang lebih 30juta lwrena kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan tanah 

serta pembangunan penangkap air anggarannya bertambah. kekurangan dana 

ditutup oleh donator dari beberapa warga kampung Kenyam ", ( Wawancara 29 

Januari 2019). 

Sehubungan dengan realisasi pembangunan rumah layak huni, pemeliharaan 

jalan tanah dan pembangunan penangkap air hujan yang disajikan dapat diketahui 

bahwa perencanaan pengelolahan dana desa untuk pembangunan desa yang disusun 

pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 790.784.200,-. Sedangkan realisasi dari 

kegiatan tersebut yaitu Rp. 820.164.570,- jadi <Jda selisih sebesar Rp. 29.380.370 

Kekurangan dana tersebut tidak diambil dari pendapatan kampung, melainkan 

terdapat beberapa orang yang bersedia menjadi Jonator, sehingga kekurangan dana 

ditutup oleh donator dari warga kampung Kenyam. 
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Guna mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan hal ini dapat disimak 

dari hasil wawancara ketua BMK berikut ini. 

"terdapat kekurangan dana ketika pengerjaan kegiatan pembangunan dan 
pemeliharaan jalan tanah serta pembangunan penangkap air hujan sesuai dengan 
yang direncanakan. terdapat kekurangan sekitar 30 juta. Untuk itu kepala kampung 
berinisiatif membuka peluang kepada para donatur untuk memberikan sumbangan 
dan akhirnya didapatkanlah sejumlah uang tersebut sehingga pembangunan kedua 
kegiatan itu dapat dikasanakan dengan lancar" ( Wawancara 30 Januari 2019). 

Sehubungan dengan realisasi pembangunan dan pemeliharaan jalan kampung 

serta pembangungan penampungan air hujan dapat diketahui bahwa pembangunan 

yang disusun pada tahun 2018 itu mendapatkan perhatian besar dari masyarakat 

sehingga kekurangan dana dalam pembangunan kedua kegiatan tersebut dapat 

ditanggulangi oleh swadaya masyarakat kampung kenyam tanpa hams mengeluarkan 

dari anggaran pendapatan dan belanja Kampung Kenyam. 

Gambar4.5 

Jalan dan Pagar Jembatan Yang Diperbaikan di Kampung Kenyam 

Sumber : Data diolah tahun 2019 
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Menurut informasi yang didapat dari ketua BMK kampung Kenyam dana 

yang didapatkan dari donator itu sangat besar manfaatnya sehingga dalam 

pembangunan dan pemeliharaan plan kampung kenyam bisa memasang pagar vang 

berguna untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jalan kampung. Sebelum 

dipasang pagar, pengguna jalan merasa kurang aman karena takut jatuh kesungai, 

setelah perbaikan jalan dan dipasang pa gar pengguna jalan sudah merasa aman karena 

resiko untuk jatuh kesungai telah teratasi. Pembangunan yang dilaksanakan 

selanjutnya adalah penampungan air hujan dimana masyarakat kenyam untuk 

mendapatkan air bersih memang masih mengandalkan tadah hujan. 

Menurut informasi yang didapat dari ketua BMK kampung Kenyam, pada 

awalnya anggaran yang direncanakan untuk pembangunan penangkap air hujan 

anggaran yang disediakan mencukupi, tetapi ketika pengerjaaan dilakukan ada 

donator yang memberikan tambahan dana sehingga beberapa masyarakat 

mengusulkan agar menambah volume pekerjaan mengingat kebutuhan air bersih 

masyarakat kenyam hanya mengandalkan penampungan air hujan. 

Berdasarkan data yang telah disajikan dapat diketahui bahwa dalam 

pembangunan yang dilaksankaan di kampung Ken yam pada tahun 2018 adalah 

pembangunan rumah layak huni, pembangunan dan pemeliharaan jalan tanah dan 

pembangunan penagkap air hujan, rencana yang disusun untuk kegiatan tersebut 

berjalan dengan lancar bahkan dapat menggugah masyarakat kampung untuk 

berpartisipasi, sehingga semakin memberikan manfaat yang lebih baik dengan hasil 

yang pembangunan yang cukup memuaskan. 
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4.2.3. Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana Kampung 

Pertanggungjawaban dalam pengclolaan dana dcsa merupakan suatu 

aksesibilitas dapat diartikan sebagai sarana pertanggung1awaban pemerintah daerah 

kepada publik secara terbuka dan jujur berupa laporan keuangan yang dapat di akses 

dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan ( Mustofa, 2012). 

Permendagri 113 Pasal 40 menyatakan laporan reahsasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa wajib di informasikan kepada 

masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh 

masyarakat media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, 

radio komunitas, dan media informasi lainnya. 

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kampung Kenyam Distrik 

Kenyam, dalam tahapan pertanggungjawaban ini tidak efektif, hal 1m dikarenakan · 

pada penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak di susun oleh 

pemerintah Kampung, namun penyusunan laporan pertanggung Jawaban ini disusun 

dan diselesaikan oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari pihak pemerintah serta 

tidak ada transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui 

tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan 

dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 
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Tabel 4.16 

Pcnilaian Tahapan Pertanggungjawaban Pcngclolaan Dana Kampung 

------ -- I Ukuran ---n)artisipasi 
Variable Indikator Persen (%) I 

·---------- ----·· 
! (Orang) 

-·--- ------! i-----1- --Pertanggung Pihak Pemenntah 5 16,67 i 
I 

Jawaban Penyusunan I Kampung 
I 
I 

LPJ 
1 bersarna BMK I 

I 

Pihak lainnya 
-1 

7 23,33 i 

-· 
__ J 

Tidak tahu 18 60 

Total 30 100 

Kualitas LP J Baik 19 63,33 

Tidak tahu 11 36,67 

Total 30 100 
·---

Evaluasi Ada I 6,67 

kegiatan Tidak ada 24 80 

bersama Tidak tahu 4 13,33 

masyarakat Total 30 100 

Sumber: diolah dari LPJ Kampung Kenyam, 2019 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa <lari total responden sebanyak 5 orang 

atau 16,67% mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) disusun oleh 

pemerintah desa bersama BMK, sedangkan 7 orang lainya atau 23,33% mengatakan 

bahwa Laporan Pertanggung Jawaban disusun oleh pihak lainya yaitu pihak ketiga 

yang bukan berasal dari unsur pernerintah. Sedangkan sisanya sebanyak 18 orang atu 

60% tidak mengetahui siapa pihak yang menyusun laporan pertanggungjawaban 

Kampung Kenyam tersebut. Dan hasil penelitian menunjukan bahwa, laporan 

pertanggungjawaban Kampung Kenyam memang tidak disusun oleh pemerintah desa 

selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, melainkan disusun oleh pihak lainnya, 

oleh karena itu Kampung Kenyam membutuhkan perhatian khusus pada swnber daya 

manusia agar tidak bergantung pada pihak ketiga dalam penyusunan laporan 
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pertanggung jawaban. I-Jal ini berdasarakan hasil wawancara dengan Bendahara 

Kampung Kenyam yaitu yang menyatakan bahwa : 

"Kua/it as SOA1 pemenntuh Ku111pzmg K enymn ini me111wzg mus1/z h'rgolong su11gu1 

reJ1lluh, se!uzn menwng kurenu rulu-ralu hanyu lumulwz sekoloh dusur, pemermlulz 

kwnpung juga masih hclum 111emp1111yai penga!uman Jalwn mengelo/u a/au 

mempertanggung1awubku11 penggzmuan onggaran alokas1 dcmu de.m sehwzyok 1m 

Jan yang men1adi peng,lwmbat kam1 sebagai pemerintuh desa juga dull1 yung kami 

miliki t1dak tersrmpan sehmggo kwni kesulitan Jalam mengelola unggaron 1erseb111 

Jan 1uga kami sangat tidak memahami da/am pengoperasian 

computer. "(Wawancara ../ Febnum 2019) 

Pemyataan di atas didukung pula oleh hasil wawancara dengan Bapak Matius 

Koibur selaku Sekretaris Kampung Kenyam, yang menyatakan bahwa: 

"Laporan Pertanggungjawaban (LP J) Kampung Kenyam memang belum disusun 

oleh pemerintah desa selaku penanggungjawab kegiatan yang ada didesa, 

dikarenakan kualitas sumberdaya aparatur desa sangat rendah atau belum memadai 

untuk menyusun LP J, hal ini harus dimakiumi karena ini merupakan ha/ yang baru 

bagi pemerintah desa, khususnya di kampung kenyam ini'' ( Wawancara 4 Februari 

2019). 

Selanjutnya pada tabel di atas menunjukan bahwa La po ran 

Pertanggungjawaban Kampung Kenyam sudah baik, dimana dari 30 responden 

sebanyak 19 orang atau 63,33% mengatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban 

yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil penelitian 

juga menunjukan bahwa Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) yang dibuat oleh 

Pemerintah Kampung Kenyam dijadikan percontohan untuk semua Kampung di 

Distrik Kenyam, namun ini menjadikan dilema temtentu bagi sebuah pemerintahan 

desa yang dijadikan percontohan tetapi pada kenyataanya semua proses laporan 

pertanggung jawaban tcrsebut hasil dari peke1:jaan pihak ketiga, terkadang hal ini 
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nant1 dapat menimbulkan permasalahan baru seperti desa lain akan mengikuti _Jejak 

Karnpung Kenyam ini 

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Kampung Kenyam yaitu Bapak 

Arius M1jele, yang mengernukakan bahwa: 

''Kampung Kenyam im adaloh kampung tua dan merupukan kanzpung yang cukup 
hmk dalam penyusunwz J,aporan pertanggung/(Hi'ohon. sclwn selalu tepat waktu, 
LPJ Kampung Kenyam telah dijadikan sebagai LPJ percontohan untuk seluruh 
Kampzmg yong ada di Distrik Kenyam" (¥Vawancaro 6 Februari 2019). 

Hasil wawancara diatas juga didukung dengan hasil wawancara dengan ketua 

BMK Kampung Kenyarn Bapak Yomise Lokbere, yang menyatakan bahwa: 

"Pemerintah Kampung Kenyam sangat baik dalam menyusun laporan 
pertanggungjawabab alas penggunaan anggaran Alokasi Jana Desa ini. Dalam LPJ 
yang dihasilkan tidak pernah ada masalah dan juga selalu tepat waktu, bahkan LP J 
Kampung Kenyam sering dijadikan sebagai contoh untuk kampung-kampung lainya" 
(Wawancara 7 Februari 2019). 

Salah satu prinsip pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa ini bahwa seluruh 

kegiatan harus di evaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi 

bahwa dalam tahapan pertanggungjawaban hendaknya pemerintah tidak hanya 

melakukan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan 

mengevaluasi kegiatan pembangunan fisik yang ter:jadi di Kampung. 

Akan tetapi hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kampung 

Kenyam tidak melakukan evaluasi kegiatan pernbangunan yang berjalan di kampung 

dengan masyarakat kampung. Dari 30 responden hanya ada 2 orang responden atau 
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6,67% yang mengatakan bahwa ada evaluasi kegiatan bersama masyarakat Kampung 

Kenvam dan sebanyak 24 orang respondcn a tau 80% mengatakan bahwa pemcri ntah 

desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat adapun 6 orang lainya 

mengatakan tidak tahu apakah Pcmenntah Kampung sudah rnelakukan evaluasi atas 

kegiatan yang sudah berjalan atau tidak. 

Berikut pemyataan yang disampaikan oleh salah seorang anggota badan 

musyawarah kampung, menyatakan bahwa : 

"Pemerintah Kampung Kenyam tidak pemah mengadakan evaluasi kegiatan 
pembangunan bersama mmyarakat yang ada di Kwnpung Kenyam ini, sehingga 
masyarakat sama sekali tidak tahu apakah ada permasalahan di Kampung atau 
tidak" (Wawancara 12 Februari 2019). 

Hasil wawancara diatas senada dengan pemyataan yang disampaikan oleh 

anggota masyarakat- lainnya, yang menyatakan bahwa : 

"Yang saya ketahui pemerintah kampung tidak pernah melakukan 
pertanggungjawaban di hadapan mmyarakat kampung kenyam ataupzm sosialisasi 
untuk membahas kendala atau masalah dalam kegiatan pembangunan di kampung 
kenyam ini'' (Wawancara 13 Februari 2019). 

Berdasarkan informasi yang diperoleh seperti penjelasan di atas, maka 

walaupun secara Administrasi tahapan pertanggungjawaban oleh Pemerintah 

Kampung Kenyam dapat diselesaikan dengan baik. Namun karena LP J yang 

dihasilkan adalah hasil kaiya pihak ketiga dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang 

seharusnya dilakukan bersama masyarakat Kampung Kenyarn namun Pemerintah 

Kampung tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat kampung. Maka 
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tahapan pertanggungjawaban vang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Kenvam 

dapat dikatakan kurang efekti r 

4.2.3 Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Kampung 

Faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Kampung Kenyam dalam 

pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dapat 

diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan Pemerintah Kampung 

Kenyam sebagai instansi yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan alokasi dana 

desa, sampai pada tahap evaluasi dan pelaporan pengelolaan alokasi dana desa dalam 

meningkatkan pembangunan fisik di Kampung Kenyam Distrik Kenyam. Baik 

Pemerintah Kampung Kenyam maupun masyarakat kampung mengernukakan 

berbagai faktor- yang menjadi penghambat yang dihadapi Pemerintah Desa dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut : 

1. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang dimaksud disini baik berkaitan dengan jumlah 

maupun kemampuan Pemerintah Kampung dalam mengelola Alokasi Dana Desa, 

secara lebih khusus kemampuan Kepala Kampung dan Bendahara dalam mengelola 

alokasi dana desa yang di peroleh dari APB Kampung Hasil wawancara dengan 

bapak Arius Mijele sebagai Kepala Kampung Kenyam. 

"Kua/itas Sumber Daya Manu..(jia yong mas;/1 rendah di pemerintah Kampung 

Kenyam sangat berpengaruh dengan perencanaan yang akan diloksanakan 
sehingga Jiperlukan peningkatan kualitas .\·umber daya manusia di aparatur 
pemerintah kampung agar aparatur pemerintah kampung dapat 

meningkatkan keah/ian dibidang masing-masing sesuoi dengon ilmu 
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peng<!lahuan yang aparotur desa miliki khu.rnsnva d1hulung pemhangunun 

/111k .. OVuwuncuru /<) Februun 20/<J). 

Hasil wawancara diatas senada dengan Bapak rvtat1us Koibur sebagai 

Sekretans Kampung Kenyarn menyatakan bahwa : 

"Kuu/1tas sumber Jaya manusia di Kampung Ken_vwn pwla umumnyu 

lergolong sangat re!1(/ah, yung d1sebabka11 uleh pendidikan dari apuratur 

pemerintah kampung yang masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini 

dupat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk 

mendapatkan pelatihan yang sesuai "(Wawancura 20 Fehruari 2019). 

Begitu pula hasil wawancara dengan bendahara kampung Kenyarn 

rnenyatakan bahwa : 

"Kami kesu/itan dalam menyusun surar pertanggung jawaban untuk 

pencairan dana selanjutnya, karena Jemahnya sumber daya manusia oleh 

aparat kampung sebagian besar tidak memahami cara mengoperasikan 

komputer dengan baik sehingga lamhat menyelesaikan surat pertanggung 

jawaban tersebut. Selain itu sebagian dari data kadang-kadang tidak 

tersimpan" (Wawancara 22 Februari 2019). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa faktor 

penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kampung Kenyam Distrik 

Kenyam ini yaitu Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi 

Sumber Daya Manusia Pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di 

Kampung Kenyam masih sangat terbatas clan belum sesuai dengan standar 

kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki 

perangkat Kampung Kenyam. 

44166

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Hal ini terbukti dengan ket1dakmarnpuan pelaksana kegiatan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa dalam membuat Laporan Pertanggung jawaban (LP.I) sehingga 

harus menggunakan bantuan pihak ketiga yang bukan dari Perangkat Kampung 

Kenyam. 

2. lnformasi 

lnfonnasi yang disarnpaikan oleh Pemerintah Kampung tarkait Pengelolaan 

Alokasi· Dana Desa masih kurang jelas. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi 

sebelumnya, dalam tahapan musrembang kampung Pemerintah Kampung juga hanya 

sekedar menyebutkan nominal Alokasi Dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada 

penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, 

bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam 

setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut. 

Selain itu, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui proses 

sosialisasi. lnfonnasi yang di peroleh melalui sosialisai yang di adakan Pemerintah 

Kampung Kenyam dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum cukup baik. 

Dimana dari 30 responden, semuanya sependapat bahwa sosialisasi Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten dan Distrik hanya sampai pada 

Pemerintah Kampung selaku pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

Sedangkan kepada masyarakat tidak ada pelaksanaan sosialisasi dari 

Pemerintah Kabupaten dan Distrik. Berikut pernyataan yang di sampaikan oleh salah 

satu anggota masyarakat, yang mengemukakan bahwa : 
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"Jiduk pernuh mla sosw/1sa.,·1 kepada kami lerkuil Peng,cloloan ulokusi donu 

de.1u sehe/1m1nru. Jiku memung udo pusti lwnyu ht:r.1Iji11 perorungun kurt:nu 

soyu prihud1 t uluk pcmulz mendapat inj(Jrmas1. Fudu soul musremhang d1 

udokun olelz pemt'n111uh kumpzmg ztu honvu )lllllluh m1gguru11 yang 

d1seh11tku11, ferkwl peng,gunwm onggaran ilu tuluk d1 1elusku11" (Wawuncuro 
- . 

23 J-ebruun 201'.J). 

Pendapat lain _Juga dikemukakan oleh salah satu masyarakat terkait kurangnya 

informasi dari pihak Pemerintah Karnpung yang menyatakan bahwa : 

"Kan11 sebagai masyurakat tidak tahu mengenai tugas dan tanggung;owab 

kami dalam setiup ada pembangunan yang akan diluksanakan di kampung, 

karena kami tidak perna mendapatkan sosialisasi dari pemerintah Kabupaten 

bahkan dari pemerintah kampung kami tidak pernah mendapatkan informasi 

mengenai setiap penggunaan anggaran ataupun kegiatan yang akan 

dilakukan di kampung" (Wawancara 23 Februari 2019). 

Dari hasil penelitian bahwa kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat 

dari Pemerintah Kampl:lllg-sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi 

mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, 

melainkan masyarakat. hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya 

pembangunan yang ada di kampung. 

3. Lemahnya Pengawasan 

Lemahnya pengawasan dapat berdampak pada peluang untuk melakukan 

pcnyelewengan. Menu rut Permendesa Nomer 3 'fahun 2015, di desa disediakan 

pendamping desa guna: pertama,meningkatkan kapasitas, efektifitas,dan akuntabilitas 

pemerintahan desa dan pernbangunan desa, kedua, meningkatkan prakarsa, kesadaran 

dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, ketiga 
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meningkatkan smerg1 program pembangunan desa antar sektor, keempat, 

mengopiimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. Pendamping desa bertugas 

mendamping1 desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pernberdayaan 

masyarakat desa. Pendampingan terhadap perangkat desa sangat diperlukan agar 

perangkat desa tahu bagaimana memanfaatkan alokasi dana desa untuk tepat sasaran. 

Mengenai pendarnping lapangan menurut salah satu masyarakat bahwa: 

"Kita berfikir <lulu katanya ada PL (pendampmg lapangan yang dimaksud 

adalah pendamping desa), dalam kenyataanya PL desa tidak ada, ini kan 

membuat kami bingung" 

Sebenarnya pendamping lapangan ada tetapi tidak berkompeten di bidangnya, 

bahkan pendamping lapangan tergolong tidak mengawasi dan mengarahkan untuk 

memajukan Kampung Kenyam, terkesan dibiarkan. Disisi lain Kampung Kenyam 

bekerjasama dengan pihak ke tiga yakni yang justru sangat membantu pemerintah 

desa dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban. Pemyataan salah satu 

masyarakat tidak jauh beda dengan yang lain, yakni sebagai berikut: 

"Pendamping lapangan ada, tapi saya tidak pernah ketemu dengan beliau, 

entah beliau kesini disaat saya tidak berada di kator atau bagaimana saya 

kurang tahu, yang saya pahami bahwa kampung kami bekerjasama dengan 

salah satu pendamping desa yang focus dalam penyusunan laporan 

pertanggung j a waban." 

Seharusnya pendamping lapangan tinggal di Kampung Kenyam untuk 

mengetahui kebutuhan masyarakat agar bisa membangun kampung dengan dana desa 

agar tepat sasaran dan memajukan kampung Kenyam. Dalam pengawasan jalannya 

alokasi dana desa selain perangkat desa harusnya masyarakat Kampung Kenyam 
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sendiri ikut dalam pengawasan. Karena masyarakat mempunyai hak dan kewa.11ban 

untuk mengawal alokasi dana dcsa tersebut Apabila masyarakat sudah kritis terhad~:p 

hal tersebut maka masyarakat tclah sadar akan kebutuhannya sendiri Namun 

berdasarkan temuan di lapangan masih cukup kurang pengawasan dari masyarakat 

sendiri. Masyarakat Kampung Kenyam disisi lain sudah menunjukkan perhatiarmya 

terhadap pengalokasihan dana desa, hal ini ditunjukkan dari pertisipsi masyarakat saat 

Kampung Kenyam mengadakan Musrenbang dalam penyusunan kebijakan 

pengalokasian dana desa akan tetapi dalam pelaksananya hanya sebag1an saja yang 

berperan mengawasi pembangunan di Kampung Kenyam. 

4.3. Pembahasan 

Sebuah kebijakan dibuat pada dasamya untuk memecahkan masalah- masalah 

publik yang memerlukan intervensi pemerintah. Implementasi kebijakan alokasi dana 

desa adalah merupakan salah satu diantaranya, kebijakan ini dikeluarkan pemerintah 

dalam upaya mengatasi problem- problem di area desa, baik program pembangunan, 

pemerintahan, maupun sosial masyarakat. Pada implementasi kebijakan 

pengalokasian dana desa, pemerintah desa mempunyai posisi yang amat strateg1s 

bersama-sama dengan faktor kelembagaan (institusi) kebijakan itu sendiri. Selain itu 

pemerintah desa mernpakan salah satu kunci penting keberhasilan demokrasi karena 

tingkah laku dan kebijakan yang dihasilkan memunyai arti penting dan juga 

berpengaruh terhadap konsolidasi demokrasi. Dalarn implementasi alokasi dana desa 

perlunya keterlibatan semua lapisan/ aktor, baik aktor politik, masyarakat maupun 
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tokoh masyarakat Karena apabila tingkat partisipasi masyarakat tinggi maka 

demokrasi lokal terlaksana d1 Kampung Kenyam. Apalagi partisipasi merupakan 

salah satu elemen penting dalam good governance. 

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. 

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan 

dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut : 

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk 

mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan 

desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan 

pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas 

akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat desa sesum dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan; 

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan 

kelembagaan <lesa dan unsur masyarakat desa; 
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4. Te111b dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu 

pada aturan atau pedoman yang melandasinya 

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhat1kan dalam Pengelolaan 

Keuangan Desa yaitu : 

I. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara 

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumher pendapatan, sedangkan 

belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; 

2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan 

dalam jurnlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang 

belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB 

Desa/Perubahan APB Desa; 

3. Semua. penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang 

bersangkutan harus dimasukan dalam APBDesa dan dilakukan melalui 

Rekening. Kas Desa. 

Ilustrasi Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan pada pemerintah desa 

dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar4.6 

Organisasi Pengelolaan Dana Desa I Kampung 

'~~~::;~~~~~.=0-1 
keuangan desa ' 

- Bendahara Oesa 
Urusa1'i euangan 

Urusao Umum 

Urusan Program 

Sumber : Data diolah 2019 

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa, dalam 

hal ini Kepala Kampung Kenyam. Namun demikian dalam pelaksanaannya, 

kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan 

pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan 
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Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam siklus pengelolaan 

keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis 

Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris desa, kepala urusan dan 

bendahara desa. 

4.3.1. Perencanaan Pembangunan Kampung 

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan 

kegiatan · pembangunan. Berkenaan dengan kegiatan perencanaan alokasi dana desa 

tercermin dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa 

(Muserenbangdes} yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, namun berdasarkan 

data di lapangan. Di dalam tahap perencanaan aktor mempunyai posisi yang amat 

strategis . bersama-sama dengan faktor kelembagaan ( institusi) kebijakan itu sendiri . 

· lnteraksi aktor dan kelembagaan inilah yang kemudian menentukan proses perjalanan 

dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam makna yang lebih luas. 

Pada prinsipnya aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam 

setiap proses . analisis . kebijakan publik, bai_k berfungsi sebagai perumus maupun 

kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi 

dan interelasi di dalam konteks analisis kebijakan publik. Meminjam istilah konsep 

Anderson, dalam kegiatan tersebut bahwa aktor kebijakan meliputi aktor internal 

birokrasi dan aktor ekstemal yang selalu mempunyai konsem terhadap kebijakan. 

Namun di Kampung Kenyam hanya dihadiri oleh aktor internal birokrasi saja disini 

adalah para elit Kampung dan jajarannya, tanpa melibatkan aktor ekstemal 
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( masyarakat) untuk: terlibat langsung dalam kegiatan terse but. Sehingga masyarakat 

cenderung mengiyakan apa yang sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Kampung. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa aktor dalarn kaitannya dalarn tahap 

perencanaan alokasi dana desa, pelaku dan penentunya adalah hanya aktor internal 

birokrasi. Dalarn tahap perencanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di 

Kampung Kenyam berpola hierarki. Pola hubungan dan interaksi antara aktor pada 

model ini adalah berkaitan dengan pola perumusan kebijakan yang sangat struktural, 

dimana kelompok aktor internal birokrasi menjadi superordinat dan kelornpok yang 

lain (masyarakat) tentu saja menjadi subordinat. 

Tabel Matriks posisi dan peran aktor dalam proses perencanaan implementasi 

kebijakan alokasi dana desa 

Dimensi Interaksi 

Peran Aktor Dominasi Akomodasi 

Pemerintah Desa 

BMK 

Masyarakat 

Keterangan · Aktor Berperan 

: Masing-masing actor Berperan 

Konteks perencanaan dalarn implementasi kebijakan alokasi dana desa oleh 

pihak eksekutif dalam hal ini adalah Pemerintah Kampung dan disepakati BMK 
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merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum tahap pelaksanaan implementasi 

kebijakan alokas1 dana desa. Dominasi aktor Pemerintah Kampung yang tentu saja 

bersarna seluruh PTPKD terka1t nampak lebih berperan disehahkan oleh ketidak 

mampuan BMK memaksimalkan wewenangnya dalam percncanaan implementasi 

kebijakan alokasi dana desa. Peran legistif yang disandang BMK dalam tahap 

perencanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa tidak dilaksanakan dengan 

maksimal. Temuan ini berbanding terbalik dengan pendapat Hyde & Shafritz yang 

dikutip oleh Muhlis Madani dalam bukunya menyatakan bahwa penganggaran adalah 

sebuah proses legislative. Apapun yang dibuat oleh eksekutif dalam proses anggaran, 

pada akhimya tergantung pada legislatif karena legislatif mempunyai kekuasaan 

untuk mengesahkan atau menolak usulan anggaran yang diajukan eksekutif. 

lmplementasi program di Kampung Kenyam juga dilaksanakan dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam 

pembangunan kampung. Pemerintah Kampung menyusun perencanaan pembangunan 

Kampung sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan 

pembangunan kabupatenn. Perencanaan Pembangunan Kampung meliputi Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP) Kampung yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan 

Kampung. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung untuk jangka 

waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Kampung atau 

yang disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung untuk jangka waktu l 

44166

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



139 

(satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kampung. 

Cara pandang desa di masa lalu berbeda dengan cara padang masa kini. Desa 

masa lalu hanya diposisikan sebagai objek kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. 

Dalam era barn, UU No 6/2014 tentang Desa memposisikan desa sebagai subjek 

pembangunan, desa memiliki kewenangan dan kesempatan yang luas dalam 

mengurus diri sendiri sesuai kebutuhannya. 

Gambar4.7 

Siklus Pembangunan Desa I Kampung 

&.r~nfl...4~¥" !~1 ~rr""''~.l' . .v..MW1 
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Sumber: HanifNurcholis (2016) 
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Dalam rangka menyusun rencana pembanguan desa ada konsep-konsep yang 

harus d1pahami menurut batasan 1x~ngertian yang tertuang dalam ketentuan Umum 

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah sebagai berikut • 

1. Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang selanjutnya disebut 

Musrembang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara 

partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan 

untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan kenak has1l 

musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan didesa I (satu) tahunan. 

2. Perencanaan Pembangunan desa adalah suatu proses tahapan-tahapan 

penyusunan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan 

guna pemanfaatan dan pengalokasian surnber daya yang ada dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau 

daerah dalam rangka jangka waktu tertentu 

3. Rencana pembangunan jangka menengah desa selanjutnya disingkat memuat 

arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan 

um urn clan program kerja organisasi perangkat daerah (OPD), lintas OPD, dan 

Program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja. 

4. Rencana kerja pembangunan desa yang selanjutnya disingkan RKPDes adalah 

dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan 

penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, 

dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan desa maupun yang ditempuh 
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dengan mendorong partisipas1 masyarakat dengan mengacu pada rencana 

kerja pemerintah daerah dan RPJMDes 

5. Peraturan desa yang selan1utnya disingkat Perdes adalah peraturan yang 

dibuat oleh BPD/BMK bersama kepala desa/kampung 

6. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban desa. 

7. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat APBDes 

adalah rencana tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh pemerintah desa dan badan pennusyawaratan desa dan ditetapkan dengan 

peraturan desa. 

Perencanaan pembangunan desa/kampung disusun berdasarkan hasil 

kesepakatan dalam musyawarah kampung yang pelaksanaannya paling lambat pada 

bulan Juni tahun anggaran berjalan. 

44166

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Gambar 4.8 

Alur Prosedur Perencanaan Pembangunan Desa I Kampung 

ALUR PROSES PERENC. PEMBANGUNAN DESA 
PERMENDES NO. l TAHUN 2015 MEl<ANISMEPEtlGAMBILAN KEP\TTUSAN MUSYAWARAH OBA 
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didamplngi oleh 
Pemerintah kab. (SKPD). 
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Sumber: HanifNurcholis (2016) 
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142 

Sesuai amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan 

kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 

secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa 

(village comumunity). Disamping itu, pemerintah desa secara mandiri diharapkan 

mampu mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, 

termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam perencanaan, 

penganggaran, dan pelaksanaan, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa 

dalam pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan strategis yang terkait 

pembangunan desa me1a1ui forum musyawarah desa yang difasilitasi oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD/BMK). 
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l. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RP.JM Kampung) 

Dalam menyusun RPJM Kampung, pemerintah kampung wajib 

menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pemhangunan Kampung 

(Musrenbangkam) secara partisipatif Musrenbangkam diikuti oleh 

pemerintah Kampung, Badan Musyawarah Kampung dan unsur masyarakat 

Kampung, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat 

dan/atau tokoh pendidikan. RPJM Kampung ditetapkan dalam jangka 

waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala 

Kampung. 

2. Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) RKP Kampung 

disusun oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan informasi dari 

pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif kampung 

dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provms1, dan 

pemerintah daerah kabupaten. RKP kampung mulai disusun oleh 

Pemerintah kampung pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus 

ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. 

Rancangan RKP kampung paling sedikit berisi uraian sebagai berikut : 

a. Evaluasi pelaksanaan RKP kampung tahun sebelumnya; 

b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola oleh 

kampung 

c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola 

melalui kerja sama antar kampung dan pihak ketiga 
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d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola oleh 

kampung sebagai kewcnangan penugasan dari pemerintah, pemerintah 

daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten 

e. Pelaksana kegiatan kampung, yang terdiri atas unsur perangkat 

kampung dan unsur masyarakat kampung. 

Perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah 

kampung Kenyam dari tahun 2016 - 2018 telah sesuai dengan aturan yang yang 

berlaku dan dapat memberikan hasil yang cukup baik. Pihak-pihak yang telah 

dilibatkan dalam perencanaan pembangunan kampung dipandang telah memenuhi 

ketentuan dalam mewakili warga kampung, pihak tersebut ; Badan Musyawarah 

Kampung dan tokoh-tokoh di kampung. Mengingat kebijakan m1 mampu 

memberikan hasil yang cukup memuaskan maka dalam proses perencanaan 

pembangunan tahun selanjutkan harus ditingkatkan agar mencapat hasil yang lebih 

baik untuk kesejahteraan warga kampung. 

4.3.2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Pembangunan Kampung 

Teknis pelaksanaan dalam pembangunan desa sudah sesuai dengan alur 

pemerintahan yang baik, hal ini ditunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam 

proses pelaksanaan pembangunan kampung, contohnya saja dalam pembangunan 

rumah layak huni dan tempat penampung air hujan. Pada pembuatan kebijakan 

pelaksanaan pengelolahan dana desa masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang 

yang sama dengan komponen lainnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan 
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pemerintahan dan pembangunan kampung, namun partisipasi yang ada belum dapat 

menunjukkan ratio yang sesuai dcngan kcbutuhan, hal mi karena jumlah par1isipas1 

masyarakat belum dapat mewakil1 secara keseluruhan Alasan lamnya adalah 

minimnya transparansi informasi dari pemeritnah Kampung Kenyarn perihal 

kegiatan penyusunan kebijakan pengalokasian dana desa yang ada Sebagaimana 

diungkapkan oleh Esmara bahwa partipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan berhubungan dengan dukungan dana, fasilitas, dan tenaga dari 

masyarakat itu sendiri, serta kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi 

termasuk koordinasi secara teratur dari setiap program pembangunan. Dengan 

demikian, masyarakat dapat berpartisipasi dan memiliki rasa tanggungjawab dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dengan mengarahkan 

dekungan tenaga, pemikiran, ketrampilan, dana maupun material secara sukarela, 

serta mampu menciptakan suasana kerjasama yang kondusif dengan komponen 

lainnya. 

Rancangan Kegatan Pembangunan (RKP) Kampung dilampiri Rencana 

Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim 

verifikasi. Selanjutnya, Kepala Kampung menyelenggarakan Musrenbangkam yang 

diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kampung. Rancangan 

RKP Kampung memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, 

pelaksanaan pembangmian, pembinaan kemasyarakatan, dan pembcrdayaan 

masyarakat kampung. 

44166

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



1-+6 

Terkait proses Pengelolaan Dana dalam meningkatkan pemhangunan fisik di 

Kampung Krnyam D1strik Kenyam Kahaupaten Nduga terleb1h Jahulu menyusun tim 

pelakasana alokas1 dana vang terdiri dari Kepala Kampung selaku Penanggung Jawab 

Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Kampung Selaku Penanggung Jawab 

Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan Selaku Bendahara dan di 

bantu oleh Pendamping Kampung. Selanjutnya, proses pengelolaan alokasi dana desa 

terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan perencanaan Pengelolaan alokasi 

dana desa di Kampung Kenyam kurang efektif dimana dilakukan dengan melihat 

proses musrembang kampung untuk membahas rencana kegiatan penggunaan 

anggaran serta bagaimana proses pengelolaan, pada tahapan perencanaan ini di ukur 

dengan jumlah pihak yang berpartisipasi dalam proses musrembang kampung 

Selain itu, dalam tahapan perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana m1 

menunjukan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap 

tahapan proses pengelolaan dana, serta dalam proses musrembang kampung pada 

tahapan perencanaan ini kurangnya transparansi informasi dari Pemerintah Kampung 

yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat 

kampung baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses pengelolaan 

dana. Pendapat diatas senada dengan hasil penelitian Sumiati (2014) yang berj udul 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromarn 

Kabupaten Sigi. Dimana penelitian ini menggambarkan bahwa skala prioritas dalam 

pelaksanaan program lebih diutarnakan. Hal tersebut dikarcnakan begitu banyaknya 
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aspirasi yang dikemukakan oleh masyarakat yang berdampak terhadap tidak 

terlaksananyan program lainnya. 

Gambar4.10 

Asas Pengelolaan Keuangan Desa I Kampung 

pengelolaan keuangan desa 
harus memberikan ruang 
seluas-luasnya kepada 
masyaral<at untuk aktif terlibat 
dalam setiap proses 
pengelotaan keuangan desa 

Sumber: HanifNurcholis (2016) 

mempertanggungjawabkan 
pengelolaan. pengendalian sumber 
daya serta pefaksanaan kebijakan 
yang dipercayakan kepadanya 
dalam rangka pencapaian tujuan 
yang telah ditetapkan 

APB Desa harus dikelola secara 
tepat wal<tu dan tepat guna yang 
didukung dengan bukti-bukti 
adrninistrasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan serta 
berpedoman pad a peraturan 
perundangan yang berlaku 

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa pnns1p umum yang 

harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran Prinsip itu diantaranya 

bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran Kampung di Kampung Kenyam 

dilaksanakan melalui Rekening Kas Kampung. Pencairan dana dalam Rekerung Kas 

Kampung ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Bendahara Karnpung. 

Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara 

normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga. Dalam 

peiaksanaannya, Bendahara Kampung dapat menyimpan uang dalam Kas Kampung 
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pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional Pernerintah Kampung 

Selain itu, agar operasional kegiatan bcrjalan lancar_ dimungkinkan juga pembayaran 

kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggJtnakan kas tunai mclalui pelaksana 

kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian pan_iar kepada pelaksana kegiatan dilakukan 

dengan persetujuan terlebih dahulu dari kepala kampung setelah melalui verifikasi 

Sekretaris Kampung. 

Menurut Sukesi (2007) sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wiayah yurisdiksi dan berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, 

maka desa memerlukan perhatian secara proporsional dengan memposisikan lembaga 

desa dalam satu koridor hukum yang dapat menjamin eksistensi desa dengan 

mempertimbangkan asas keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi 

serta pemberdayaan masyarakat. 

Alokasi Dana Desa adalah merupakan dana perimbangan pemerintah pusat 

dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam 

melaksanakan. kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. ADD 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan. Dalam 

pelaksanaan ADD kita juga masih dapat melihat partisipasi aktif dari lapisan 

masyarakat dengan adanya swadaya dari masyarakat yang tercermin dari data 

paparan ADD. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaaannya bersurnberdari 

ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Untuk mendukung 

keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di 
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setiap kegiatan fisik wajib dilcngkapi dengan papan informasi kcg1atan vang dipasang 

di lokasi kegiatan Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama 

kegiatan, volume kegiatan,besaran anggaran dari ADD maupun S\vadava rnasyarakaL 

dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepati dan Musrenbang 

Desa/Kampung.Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang 

lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa/Kampung dan Bendahara 

Desa/Kampung. 

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan ADD di Kampung Kenyam, hasil 

penelitian menunjukan bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa di Kampung Kenyam ini, dari setiap pembangunan kampung yang dilakukan. 

Namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan 

perencanaan kegiatan oleh Pemerintah Kampung kepada masyarakat, sehingga 

pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Kampung 

Ken yarn bel um efektif. 

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang 

pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana 

Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara 

jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib 

dilengkapi dengan Papan Tnforrnasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. 

Dengan demikian tahapan pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalarn 

meningkatkan pembangunan fisik di Kampung Kenyam berjalan dengan baik, akan 

tetapi walaupun proses pembagunan berjalan dengan baik namun tahapan pelaksaan 
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ini harus melibatkan masyarakat sebagai tim evaluasi atau tim pengawas dari setiap 

kegiatan yang di adakan oleh Pemerintah Kampung 

4.3.3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Kampung 

Selan_jutnya, tahapan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi dana Desa 

di Kampung Kenyam, hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan pertanggung­

jawaban kurang efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LP J) 

tidak disusun oleh Pemeintah Kampung Kenyam dan tidak adanya evaluasi kegiatan 

yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Kampung Kenyam. Maka tahapan 

petanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Kenyam dapat 

dikatakan masih perlu diperbaiki. 

Hasil penelitian diatas senada dengan penelitian Abu Raum (2014), bahwa 

belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat hal tersebut 

terjadi karena belwn ada transparansi atau keterbukaan oleh Pemerintah Desa sebagai 

Pengelolaa Alokasi Dana Desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi 

penggunaan dana Alokasi Dana Desa. Analisis tersebut didukung oleh kenyataan 

bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai Alokasi Dana Desa diserahkan 

Perangkat Desa, sedangkan sebagian besar tidak menginformasikan kepada 

masyarakat tentang dana yang diterima dari pemerintah Kabupaten. 

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola 

berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib 

dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa l(satu) tahun anggaran yakni mulai 1 
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Januari sampai dengan tangga 1 31 Desernber dalam tahun berjalan terse but. Begitu 

pula Alokasi Dana Desa yang ditermu oleh tiap desa yang merupakan salah satu 

sumber keuangan desa dari bagian dan dana perimbangan keuangan Pusat clan daerah 

yang diterima oleh Pemerintah kabupaten/kota pada hekekatnya merupakan stimulan 

kepada desa agar mampu mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif dan efisien. 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga harus transparan guna mewujudkan 

pengembangan, kegiatan masyarakat menuju kemandirian desa. Kepala Desa sebagai 

Kepala Pemerintah Desa/kampung adalah pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa. 

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam 

pengelolaan keuangan desa, kepala desa/kampung memiliki kewajiban untuk 

menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, 

yang disampaikan ke Bupati dan ada juga yang disampaikan ke BPD/BMK. Rincian 

laporan sebagai berikut: 

I. Laporan kepada Bupati (melalui Kepala Distrik): 

2. Laporan Semesteran Realiasasi Pelaksanaan APBDesa/Kampung; 

3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa/Kampung 

kep_ada Bupa,ti setiap akhir tahun anggaran. 

4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 

5. Laporan kepada Badan Musyawarah Kampung (BMK) 

6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa/ 

Kampung terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. 
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Laporan Realiasasi Pelaksanaan J\PBDKampung disampaikan kepada Bupati 

melalui Kepala Distnk, terdiri dari : 

1. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lamhat pada akhir hulan 

.l uli tahun berjalan; 

2. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir 

bulan .lanuari tahun berikutnya. 

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKampung Semester Pertama 

menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I 

dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi 

Pelaksanaan APBKampung Semester Akhir Tahun mengambarkan Realisasi 

pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir Tahun, jadi bersifat 

akumulasi hingga akhir tahun anggaran. 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB kampung Setiap 

Akhir Tahun. Anggaran disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik terdiri 

dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan 

Kampung. Setelah Pemerintah Kampung dan BMK telah sepakat terhadap Laporan 

Pertcmggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kampung dalam bentuk Peraturan 

Kampung, maka Perkam ini disarnpaikan kepada Bupati sebagai bagian tidak 

terpisahkan dari Laporan Penyelcnggaraan Pemerintahan Kampung. Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kampung sebagaimana tercantum 

dalam pada pasal 41 Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) 

bulan setelah tahun anggaran berkenaan. 
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Lapman Realisasi Penggunaan Dana Kampung disampaikan kepada Bupati 

setiap semL:ster Penyampaian laporan realisas1 penggunaan Dana Desa dilakukan • 

1. Untuk semester I paling lambat m1nggu keempat bulan Juli tahun anggaran 

berJalan. 

2. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun 

anggaran berikutnya. 

Berdasarkan Laporan Dana Desa dari Kampung-kampung yang ada di wilayah 

Kabupaten, Bupati menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran clan Konsolidasi 

Penggunaan Dana Desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan Menteri Desa 

dan Gubemur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB kampung merupakan 

laporan yang disampaikan secara periodik kepada BMK terhadap pelaksanaan APB 

Kampung yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Kampung. 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kampung dilampiri : 

I. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kampung 

Tahun Anggaran berkenaan; 

2. Format Laporan Kekayaan Milik Kampung per 31 Desember Tahun Anggaran 

berkenaan; dan 

3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke 

Kampung. 
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Pertanggungjawaban pengelolaan dana kampung yang terdapat pada kampung 

Kenyam perlu diperbaiki agar pertanggungiawaban tersebut mampu memberikan 

1ingkat kepercayaan rnasyarakat yang leb1h baik 

4.3.2 Faktor Penghambat Pengclolaan Dana Kampung 

1. Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa faktor 

penghambat dalam. pengelolaan dana kampung dalam kegiatan meningkatkan 

pembangunan fisik di Kampung Kenyam Distrik Kenyam ini yaitu Sumber daya 

manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi sumber daya manusia pelaksana 

pengelolaan dana kampung yang ada di Kampung Kenyam masih terbatas dan belum 

sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman 

kerja yang dimiliki perangkat Kampung Kenyam yang masih berpendidikan tamatan 

SD/sederajat dan juga SMP/sederajat. 

Hal ini terbukti dengan masih ditemukannya ketidakmampuan pelaksana 

kegiatan pengelolaan dana kampung secara optimal, yaitu dalam membuat Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ) sehingga harus menggunakan bantuan pihak ketiga. Oleh 

karena itu perlu dilakukan upaya pengembangan sumber daya manusia, secara teoritis 

kita kenal em pat perspektif tentang peran pembangunan sumber daya manusia dalam 

pembangunan (Moeljarto, 2016) yaitu : 

a. Perspektif Functionalist, salah seorang pelopor fungsionalis yakni Durkheim, 

berpendapat bahwa pendidikan sebagai kornponen utama pembangunan 
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sumber daya manusia harus berfungsi sebagai wacana untuk mewariskan 

norma-norma dan nilai-nilai masyarakat yang dapat rnernperkuat hornogenitas 

dengan mewajibkan konformitas sikap, perilaku, dan kcterampi Ian Menurut 

perspektif ini, kualitas manusia ''di program" melalui pendid1kan 

b. Perspektif Liberal, bagi kaum liberal seperti John Dewey, pembangunan 

sumber daya rnanusia lebih dari sekedar mendorong konformitas individu 

dengan tata nilai yang ada, akan tetapi harus mendornng individu untuk 

mengembangkan potensinya sebagai manusia melalui pengembangan talenta 

fisik, emosi, spirit dan intelektualnya. 

c. Perspektif Sosial-Demokratis, perspektif ini melihat peranan pembangunan 

sumber daya manus1a dalam mewujudkan persamaan dan keadilan sosial. 

Karenanya, apabi/a pendidikan gaga! dalam mewujudkan equality of 

opportunity, maka hal itu akan berarti kegagalan dalam mengembangkan 

potensi individu. 

d. Perspektif Marxist, sebagaimana diduga, perspektif ini sangat berbeda dengan 

perspektif lainnya_ Mereka melihat di dalam masyarakat yang kapitalis, 

pembangunan sumber daya manusia merupakan proses reproduksi tenaga 

kerja untuk memenuhi kebutuhan mereka yang menguasai tenaga kerja dan 

faktor produksi. Kurikulum pendidikan menghasilkan tenaga kerja yang pasif, 

taat (obedient), yang mcnerima struktur kekuasaan tanpa mempersoalkannya. 

Konsep pengembangan sumber daya manusia, selama ini terdapat perbedaan 

dan ketidaksamaan pengertian pengernbangan sumber daya manusia diantara para 
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pakar. Ketidaksamaan pengertian ini muncul sebagai akibat setiap negara mernpunyai 

pengertian yang d1sesuaikan dengan kondis1 dan kepentingan masing-masing negara 

Pengembangan sumber daya manusia pada suatu organisas1 akan melibatkan 

berbagai faktor seperti pendidikan dan pelatihan; perencanaan dan manajernen 

karier; peningkatan kualitas produktivitas; serta peningkatan kesehatan dan keamanan 

kerja. Sementara itu Klingner dan Nalbandian (2015) memasukkan pula faktor 

motivasi kerja dan penilaian prestasi kerja sebagai aspek yang mencakup dalam 

pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia sangat 

penting kaitannya dengan menghilangkan kesenjangan antara kemampuan kerja dan 

tuntutan tugas serta untuk menghadapi tugas sekarang dan maupun untuk menjawab 

tantangan masa depan. 

2. Informasi 

Dari hasil penelitian salah satu faktor penghambat Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa adalah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah 

Kabupaten sehingga masyarakat tidak mengetaui sama sekali fungsi mereka sebagai 

tim pengawas langsung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, melainkan 

masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang 

ada di Kampung Kenyam tersebut. 

Sebagaimana yang dikatakan Arief (2014) dalam implementasi kebijakan 

sumber infonnasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. 

Agar implementasi berja1an efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan 
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sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya 

Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus 

mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan. Jika para 

aktor pcmbuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan 

sebenamya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya yang akan diarahkan. Para 

implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika 

dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi 

kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. 

lnformasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kampung tarkait Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa masih kurang jelas. Selain tidak pemah melakukan sosialisasi 

sebelumnya, dalam tahapan musrembang Kampung Pemerintah Kampung juga hanya 

sekedar menyehutkan nominal Alokasi dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada 

penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, 

bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam 

setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut. 

3. Lemahnya Pengawasan 

Pengawasan disini seringkali disamakan dengan kontrol atau monitoring, di 

tahap 111i sangat diperlukan pengawasan oleh masyarakat dalarn alokasi dana dcsa, 

agar tidak tcrpdi kecurangan maupun penyelewengan dana. D<ibm kaitannya dengan 

alokasi dana desa pengawasan ini dimaksud untuk memastikan pelaksanaan alokai 

dan<1 desa sudah tepat sasaran yang sesuai dengan rencana atau tidak . .lika melihat di 
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lapangan pengawasan oleh masyarakat kampung Kenyam kurang mendapat akses. 

Pengelola ADD di tingkat desa yaitu kepala Karnpung PTPKD, dan bendahara 

kampung. Sudah jelas d1s111i tidak ada campur tangan masyarakat dalam mcngawasi 

alokasi dana desa, terlebih lagi yang menjadi PTPKD yaitu sekertans kampung 

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengawasan alokasi dana desa ini 

dapat dikatakan kurang baik, karena memang tidak ada pelaporan yang bisa diketahui 

oleh masyarakat setempat, masyarakat hanya diajak dalam berpartisipasi dalam 

penyusunan kebijakan pengelolahan dana desa saja, tidak sarnpai pada tahapan 

pengawasan, begitu juga dengan proses laporan pertanggung jawaban. Jangankan 

terkait pelaporan, masyarakat saja masih banyak yang tidak tahu tentang ADD dan 

berapa besamya ADD yang di dapat di Kampung Kenyam tersebut, yang rnengetahui 

hanya beberapa seseorang yang berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan 

pengelolahan dana desa, tetapi mereka tidak banyak yang mensosialisasikan kepada 

masyarakat secara I uas. 

lnteraksi Aktor yang terjadi di Kampung Kenyam dalam alokasi dana desa 

tergolong dinamis, tidak ada gesekan dimasyarakat, walaupun yang berperan penting 

hanya segelintir elit kampung tetapi tidak ada konflik yang terjadi. Dengan 

memperhatikan berbagai ragam dan pendekatan dalam memahami berbagai aktor 

yang terlibat dalam proses kebijakan publik, maka konscp dan konrteks aktor adaiah 

sangat tcrkait dengan macam dan tipologi kebijakan yang akan dtanalisis. Dalam 

perspektif formulasi rnasalah kebijakan publik, maka aktor yang tcrlibat sccara garis 

besamya dapal d1pilah menjadi dua kclompok besar yaitu internal h1rokrasi dan 
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1 :'l) 

ekstcrnal birokrasi_ Namun yang rnempun_yai peran utama di Kampung Kenvam 

adalah rnternal birokrasi, yaitu perangkat kampung_ 

J1ka melihat hasil wawancara yang d1tun_Jukkan dalam penyampa1an data 

terbukti bahwa sudah ada campur tangan dari masyarakat Kampung Kenyam, namun 

masih kurang dalam hal pengawasan_ Han_ya segelintir elit kampung saja yang turut 

andil dalam pengawawsan. Sedangkan idealnya partisipasi masyarakat harus ikut 

berpartisipasi dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Meminjam 

istilah Pressman dan Wildavsky yang melihat implementasi sebagai "interaksi antara 

penetapan tujuan dan tindakan yang diarahkan untuk mencapainya" keduanya 

menggarisbawahi implementasi menyiratkan terbentuknya prosedur birokrasi yang 

memadai untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan seakurat mungkin. Untuk 

tujuan ini, lembaga pelaksana harus mempunyai sumber daya yang cukup dan perlu 

ada sistem hirarkis tanggung jawab dan kontrol yang jelas untuk mengawasi tindakan 

pelaksana. Agar implementasi kebijakan alokasi dana desa tepat sasaran. Sedang 

yang terjadi di Kampung Kenyam implementasi kebijakan alokasi dana desa masih 

kurang dan pembangunan yang ada terkadanng masih tumpang tindih dengan 

program pemerintah kabupaten. 
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4. Partisipasi Masyarakat 

Berdasarkan hasil penelitian seti;1p tahapan perencanaan. pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mcningkatkan 

pembangunan Kampung Kenyam masih kurang baik. Hal ini dari sctiap proses 

tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan prinsip pengelolaan 

dan tujuan Alokasi Dana Desa. 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di 

Kampung Kenyam, dilakukan dengan tiga proses tahapan yaitu perencanaan. 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban masih kurang baik, dimana terkait dengan 

masih kurangnya sosialisasi dalam setiap musrembang Kampung sehingga 

mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya informasi 

yang diperoleh masyarakat kampung sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi 

dan pengawasan dari masyarakat kampung baik secara lembaga ataupun individu 

dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kondisi tersebut berdampak 

pula belum efektifnya pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam 

meningkatkan . pembangunan di Kampung Kenyam Distrik Kenyam Kabupaten 

Nduga. 

Hasil penelitian terkait rendahnya partisipasi masyarakat dan pengawasan 

oleh masyarakat seperti tersebut diatas, juga sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Aldi (2012). J!asil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu 

belum efektiC beberapa kendala diternui seperti kurangnya partisipasi masyarnkat, 
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serta tidak adanya pengawasan dari lembaga masyarakat utamanya BPD Aliantan 

sebagai lembaga desa yang bertugas untuk mcngawasi kinerja pemerintah desa. 

Selanjutnya, kurangnya partisipasi masyrakat baik secara lembaga maupun 

individu dalam Pengelolaan Alokasi Dana desa tentu sangat disayangkan. Sebab 

tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang sekaligus menjadi semangat UU Desa 

adalah menciptakan masyarakat yang aktif dan mampu menjadi elemen utama dalam 

merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang 

terjadi di desa. 

Faktor-faktor penghambat diatas sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Thomas (2013) dengan judul penelitian Penegelolaan Alokasi Dana 

desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Sebawang Kecarnatan 

Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa 

Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung sebagai faktor internal yang 

pada umumnya tergolong rendah, kurangnya koordinasi dari Kecamatan, Kantor 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana 

Tidung Bagian Keuangan. masalah surat pertanggung jawaban (SPJ), sebenamya 

aturan tentang pembuatan surat pertanggung jawaban (SP J) terse but sudah jelas. 

4.4. lmplemcntasi Hasil Penelitian 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan 

suatu nuansa bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. 
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Konsep pengaturan Pemerintahan Desa salah satunva adalah demokratisasi yang 

berrnakna bahwa penyclengaraan Pemermtahan Desa harus mengakomodasi aspirasi 

masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa/BMK dan 

Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pernenntah desa 
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5.1. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPllLAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian lmplementasi 

Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dan Tantangannya Bagi Sumberdaya Aparatur 

Desa, dapat disirnpulkan bahwa: 

1. Perencanaan pengelolahan dana desa kampung yang dilaksanakan dikampung 

Kenyam sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, yaitu 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Perataun Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014. Daiam perencanaan pengelolahan dana desa kampung 

Kenyam pemerintah telah melakukan upaya untuk melibatkan berbagai pihak 

dalam penyusunan kebijakan public tentang kebijakan alokasi dana desa, antara 

lain; Badan Musyawaratan Kampung dan tokoh-tokoh di kampung Kenyam. 

2. Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa sudah 20 orang di tahun 2016, dan 

sudah menunjukkan tingkat partisipasi sudah cukup tinggi. Untuk tahun 2017 

yang ditunjukkan dari kondisi yang hadir dan berpendapat hanya 45% untuk 

kegiatan musrenbang 55% yang hadir dan berpendapat untuk pembahasan. Hasil 

musyawarah pembangunan kampung pada tahun 2018 secara umum yaitu 84% 

menyetujui untuk pembangunan rumah layak huni, pembangunan dan 

pemeliharaan jalan tanah, pembangunan penangkap air hujan, namun peningkatan 
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partisipasi tersebut tidak serta merta bcrbanding lurus dengan capaian yang di 

inginkan 

3. Pada tahapan pertanggungjawaban dalarn proses pengelolaan dana dalarn 

meningkatkan pembangunan fisik di Kampung Kenyam mas1h kurang etektif, 

dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disususn oleh pernerintah 

Kampung Kenyam serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya 

dilakukan bersama masyarakat Kampung Kenyam. Hal ini karena proses yang 

tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belwn 

sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang 

mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi 

dari setiap- kegiatan pembangunan yang dilakukan, ditambah dengan faktor 

sumber daya manuasia yang kurang memadahi untuk dapat menganhandle aspek 

tersebut. 

4. Faktor-faktor penghambat efektifitas pengelolaan dana kampung dalam 

meningkatkan pembangunan di Kampung Kenyam yaitu : 

a) Sumber Daya . Manusia (SDM), yang mana secara kualitas kemampuan 

sumber daya manusia masih belurn memadai, terbukti dengan ketidak 

mampuan pelaksana kegiatan pengelolaan dana kampung dalam membuat 

Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) sehingga harus menggunakan bantuan 

pihak ketiga yang bukan dari Tim pelakasana pengelolaan dana kampung dan 

juga bukan merupakan bagian dari Perangkat Kampung Kcnyam. 
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b) lnformasi, kurangnya informasi yang d1peroleh masyarakat dari Pemerintah 

Kabupaten schingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka 

sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan dana kampung, melainkan 

masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya 

pembangunan yang ada di Kampung Kenyam 

c) Kurangnya pengawasan dari masyarakat sendiri dalam ha! implementasi dana 

desa yang dilakukan. Masyarakat Kampung Kenyam disisi lain sudah 

menunjukkan perhatiannya terhadap pengalokasihan dana desa, hal ini 

ditunjukkan dari pertisipsi masyarakat saat Kampung Kenyam kengadakan 

Musrenbang dalam penyusunan kebijakan pengalokasian dana desa supaya 

efektif, akan tetapi memang factor sumber daya manusia menjadi kendala 

utamanya. 

c) Partisipasi Masyarakat, partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana 

kampung yang ada di Kampung Kenyam masih tergolong sangat rendah, 

terbukti dari setiap tahapan pengelolaan dana kampung hampir tidak ada 

keterlibatan masyarakat. 

5.2 .. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpuJan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

I. Kebijakan dalam pengelolahan dana desa perlu ditingkatkan dengan keterlibatan 

dari pihak masyarakat dan beberapa tokoh yang terlibat untuk memberikan 

44166

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



166 

kontribusi yang besar dalam menyusun kebijakan perenancanaan pcmhangunan, 

sehingga dapat menentukan skala prioritas pembangunan vang langsung 

dirasakan oleh warga kampung Kenyam_ 

2_ Pada tahap pelaksanaan pembangunan perlu upaya meningkatkan partisipasi 

warga kampung sehingga implementasi kebijakan alokasi dana desa yang telah 

disusun juga melibatkan warga kampung untuk menyusun rencana srategis 

kedepan untuk meningkatkan partisipasi warga kampung dalam pembangunan 

dikampung Kenyam_ 

3. Proses pertanggungjawaban pengelolaan dana pembangunan yang telah 

dilaknsakan harus dilakukan oleh aparat pemerintah Kampung Kenyam sendiri 

dan perlunya evaluasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana. Ter 

4. Langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu pemerintah Kampung Kenyam 

Distrik Kenyam Kabupaten Nduga perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola dana. Kemudian perlunya 

tra.11sparansi infonnasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan 

dana sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah kampung dalam 

pengelolaan dana kampung dimasa mendatang. 

44166

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



DAFTAR PUSTAKA 

Agustino. Leo. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Penerbit, Fakultas Ilmu 
Administrasi, Universitas Diponogoro, Semarang. 

Anderson, James. E. 2005. Public Policy Making, Holt-Rinehart and Winston, 
New York. 

Arief, Abd. Hakim. 2014. Implementasi Kebijkan. Kajian Teori dan Praktis. 
Mimbar Administrasi. LAN. RI dan BPKP. Jakarta. 

Arikunto, Suharsimi. 2008. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 
Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. 

Azwardi. 2014. Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan. Bagian 
Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Padjajaran, Bandung. 

Danu Wisakti. 2014. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa. Ilmu 
Administrasi Negara, UNDIP, Semarang. 

Davids, Easton: 1999. Terjemahan Anton, Wijaya. 2012. A System Analysis of 
Political Life. Pustaka Utama. Jakarta. 

Djoko, S. 2005. Kebijakan Pembangunan Perkotaan Ditinjau Dari Segi 
Perencanaan Lokal . BP A UGM, Y ogyakarta. 

Dunn, William.N. terjemahan Darwin. M. 2002. Analisis Kebijakan Publik. 
Hanindita Graha Widia. Y ogyakarta. 

Dwipayana, Adan Suntoro Eko. 2013. Membangun Good GovernaGce di Desa, 
Institute of Research and Empowerment, Y ogyakarta. 

Dwiyanto, Djoko. 2012. Metode Kualitatif dan Kuantitatif : Penerapan Dalam 
Penelitian. Universitas Gajah Mada Press. Yogyakarta. 

Frederickson, George. H. 2002. Social Equity and Public Administration. Origins, 
Deveiopments and Applications. M.E. Sharpe, Inc. Business Park Drive, 
Armonk, New York 10504. 

Hamidi. 2008. Metode Penelitian dan Teori Komunikasi. Penerbit, Universitas 
Malang, Press Malang. 

Handayaningrat, Soewamo. 2002. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan 
Manajemen, Jakarta: Gunung Agung. 

Hartono, W. 2012. Administrasi dan Manajemen Pemerintah Negara Indonesia 
Menurut UUD 1945 dan Perubahannya. Gunung Agung, Jakarta. 

Hartono, Eko Budi. 2016. Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa 
Implementasinya dalam Program Alokasi. Galang Printika, Y ogyakarta 

167 

44166

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



169 

Henry, Nicholas. 1995. Public Administration And Public Affairs. Upper saddle 
River, New Jersey 07458. 

Irawan. 2010. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Remaja Rosdakarya. 
Bandung. 

Islamy, M. Irfan. 2002. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Edisi 
Kedua, Cetakan Pertama. Bina Aksara. Jakarta. 

Lusiana. D. 2005. Paradigma Administrasi Publik. Yayasan Pembaharu 
Administrasi Publik Indonesia, Y ogyakarta. 

Manopo, D. Cristin. 2015. Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelengarakan 
Pemerintah Desa. Rosdakarya. Bandung 

Moleong Lexy J, 2005. Metodelogi Penelitian Kualitatif, Penerbit, Remaja 
Rosada Karya. Bandung. 

Riant, Nugroho, D. 2009. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. 
Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 

Richard, Funzhun. 2015. The Implementation Of Coaching And Guidance Policy 
As Character Education For Women Convict In Hongkong Prison. E­
Scholarship provides open access, scholarly publishing services to the 
University of California 

Rozaki, Abdur dkk. 2014. Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun 
Otonomi Desa. IRF Press. Y ogyakarta 

Sabtoni, Anang dkk. 2015. Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa.: Ire Press. 
Y ogyakarta. 

Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Dilengkapi Contoh Proposal 
dan Laporan Penelitian. Penerbit, Alfa Beta. Bandung 

Suharto, Edi. 2003. .A.nalisis Kebijakan Publik. Panduan Praktis Mengkaji 
Masalah dan Kebijakan Sosial. Alfabeta. Bandung 

Sumartono, 2011. Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Bada.'1 Perwakilan Desa 
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Pemerintah 
Daerah Vol. 5 No. 7 Tahun 2004. FIA. Universitas Brawijaya Malang. 

Suryana. 2013. Implementasi Kebijakan Publik. Bagian Penerbit, Universitas 
Diponogoro Press, Semarang. 

Suwondo. 2010. Pelayanan Masyarakat Dalam Pembangunan Nasional. Haji 
Masagung, Jakarta. 

Thoha, Miftah. 2008. Birokrasi dan Politik di Indonesia. PT. RajaGrafindo 
Persada, Jakarta. 

44166

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



170 

Wahab, Solichin Abdul. 2002. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke 

Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta. 

Wicaksono, Widya Kristian. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Graha 

Ilmu, Y ogyakarta. 

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: 

Media Pressindo. 

Zauhar, Soesilo. 2010. Reformasi Administrasi. Konsep, Dimensi dan Strategi, 

Edisi Revisi. Penerbit, Bumi Aksara, Jakarta. 

44166

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka


	cvr
	123_Page_01
	123_Page_02
	123_Page_03
	123_Page_04
	123_Page_05
	123_Page_06
	123_Page_07
	123_Page_08
	123_Page_09
	123_Page_10
	123_Page_11
	123_Page_12
	123_Page_13
	123_Page_14
	123_Page_15
	123_Page_16
	123_Page_17
	123_Page_18
	123_Page_19
	123_Page_20
	123_Page_21
	123_Page_22
	123_Page_23
	123_Page_24
	123_Page_25
	123_Page_26
	123_Page_27
	123_Page_28
	123_Page_29
	123_Page_30
	123_Page_31
	123_Page_32
	123_Page_33
	123_Page_34
	123_Page_35
	123_Page_36
	123_Page_37
	123_Page_38
	123_Page_39
	123_Page_40
	123_Page_41
	123_Page_42
	123_Page_43
	123_Page_44
	123_Page_45
	123_Page_46
	123_Page_47
	123_Page_48
	123_Page_49
	123_Page_50
	123_Page_51
	123_Page_52
	123_Page_53
	123_Page_54
	123_Page_55
	123_Page_56
	123_Page_57
	123_Page_58
	123_Page_59
	123_Page_60
	123_Page_61
	123_Page_62
	123_Page_63
	123_Page_64
	123_Page_65
	123_Page_66
	123_Page_67
	123_Page_68
	123_Page_69
	123_Page_70
	123_Page_71
	123_Page_72
	123_Page_73
	123_Page_74
	123_Page_75
	123_Page_76
	123_Page_77
	123_Page_78
	123_Page_79
	123_Page_80
	123_Page_81
	123_Page_82
	123_Page_83
	123_Page_84
	123_Page_85
	123_Page_86
	123_Page_87
	123_Page_88
	123_Page_89
	123_Page_90
	123_Page_91
	456



